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MENAKAR IMPLEMENTASI SATU
DATA INDONESIA DI DAERAH

BAGI DAERAH, PROGRAM SATU
DATA INDONESIA (SDI) BUKAN
PROGRAM SEDERHANA.
KECAKAPAN SDM MENJADI ISU
UTAMA KENDALA KEBUTUHAN
INTEGRASI DATA. DIALAMI
SELURUH DINAS TERKAIT DI
DAERAH.

eran perangkat

pemerintahan daerah

(pemda), baik di tingkat

I (provinsi) maupun

tingkat II (kabupaten/
kota) dalam mewujudkan Satu Data
Indonesia (SDI) sangat penting. Dalam
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor
39 Tahun 2019 tentang SDI, disebutkan
bahwa pelaksana penyelenggara SDI
dilakukan oleh pembina data tingkat
daerah; wali data tingkat daerah; wali
data pendukung; dan produsen data
tingkat daerah.

Disebutkan pula bahwa data yang
disebarluaskan oleh wali data tingkat
pusatdan wali data tingkatdaerah, harus
dapat diakses melalui portal SDI dan
media lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan
perkembangan ilmu pengetahuan
serta teknologi. Penyebarluasan data
merupakan kegiatan berupa pemberian
akses, pendistribusian, dan pertukaran
data.

Kebijakan SDI merupakan
langkah agar pembangunan nasional
yang mengacu pada data berkualitas
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Kepala Bappeda Provinsi Bali | Wayan Wiasthana lka Putra

dapat dilakukan lebih fokus, integral,
kredibel, akurat, dan sistematis.
Misalnya terkait kebijakan impor,
ekspor, produksi pupuk, dan lain-lain.
Selain itu, dengan data yang berkualitas
akan mempersempit ruang korupsi,
penyelewengan, dan tindak culas yang
merugikan negara. Ini merupakan
bagian dari Nawa Cita yang diusung
Presiden Joko Widodo.

Lalu sejauh ini, bagaimana
dengan progres yang dilakukan oleh
pelaksana penyelenggara SDI di
daerah? Sekretaris Daerah (Sekda)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Humbang Hasundutan (Humbahas),

Sumatra Utara, Tonny Sihombing,
mengatakan bahwa Pemkab Humbahas
telah mempersiapkan seluruh
pendukung perwujudan SDI. Sesuai
dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019,
Pemkab Humbahas telah menunjuk
Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemkab Humbahas sebagai wali data
tingkat daerah.

Nantinya, Tonny melanjutkan,
Dinas Komunikasi dan Informatika
yang akan mengelola dan mengompilasi
data tersebut, sehingga selaras antara
kebutuhan pembangunan daerah dan
kebutuhan pembangunan nasional.
“Kami di Pemkab Humbahas

DOK. HUMAS BAPPEDA



menyadari program [SDI] tersebut
penting untuk melakukan pembenahan
pembangunan di daerah, selaras dengan
pembangunan nasional,” katanya
kepada GATRA.

Mantan Asisten I Pemerintahan
Pemkab  Humbahas itu
mengungkapkan, sejauh ini tidak ada
kendala yang menonjol. Namun ada
sejumlah hal yang harus dibenahi,
mengingat program SDI tersebut
bukan program sederhana. “Di bidang
teknologi informasi masih ada kendala.
Termasuk perangkat dan jaringan.
Namun itu sudah mulai kita atasi,
karena saat ini kita sudah membangun
kerja sama dengan institut atau lembaga
pendidikan untuk pembenahannya,”
ujar Tonny.

Terkait sumber daya manusia
(SDM), terutama Aparatur Sipil
Negara (ASN), Tonny menuturkan
bahwa pihak Pemkab Humbahas sudah
mempersiapkan sejumlah personel yang
nantinya akan mengerjakan satu data
tersebut. Namun masih harus dibenahi
sejumlah kecakapan SDM agar mampu
memenuhi kebutuhan integrasi data.

“Keseluruhannya ada di Dinas
Komunikasi dan Informatika,
sebelumnya di Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda).
Dengan penanganan yang dilakukan
di Dinas Komunikasi dan Informatika,
maka kita berharap program ini di
Humbahas dapat berjalan lancar,” tutur
"Tonny.

Pada prinsipnya, Tonny
mengatakan bahwa pendataan bukan
hal baru bagi Pemkab Humbahas,
karena sebelumnya sudah pernah
dilakukan. Namun untuk memperoleh
data terbaik, memang harus ada
pemutakhiran data agar akurasinya
lebih baik. “Tujuannya, agar data
dapat dijadikan sebagai acuan untuk
pengembangan daerah dengan format

yang baku dari metadata yang berlaku
bagi pemerintah pusat dan daerah,”
ujarnya.

AdapunKepalaDinasKomunikasi
dan Informatika Pemkab Humbahas,
Hotman Hutasoit, mengungkapkan
bahwa ada tiga aspek statistik yang akan
dikerjakan secara nasional, di antaranya
statistik dasar yang diserahkan kepihak
Badan Pusat Statistik (BPS). Kedua,
yakni data statistik sektoral atau
data yang dikerjakan oleh wali data.
Selanjutnya, data yang dikerjakan oleh
non-pemerintah. *

“Untuk implementasi
Satu Data Indonesia
terkait siapa
yang mengelola,
masih menjadi
pembahasan.”

| Wayan Wiasthana lka Putra

“Saat ini, verifikasi data masih
dilakukan oleh BPS karena keterbatasan

.sumber daya manusia di Dinas

Komunikasi dan Informatika. Kendala
ini juga dialami seluruh dinas terkait di
Indonesia,” kata Hotman.

Hotman menerangkan, peralihan
pengelola data dari Bappeda ke
Dinas Komunikasi dan Informatika
sesuai dengan Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 18 Tahun 2016, yakni
statistik sektoral ditangani oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika. Beleid
ini menjadi acuan untuk melakukan
pengolahan data yang baik. “Memang
kendala yang menonjol itu di sumber
daya manusia, tetapi dari segi personel
sudah ditempatkan sejumlah tenaga
baru yang nantinya di tugas untuk

mengolah data. Tinggal membenahi
kecakapan dalam pengolahan data,”
ucapnya.

Adapun terkait progres
implementasi SDI di Provinsi Bali,
menurut Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda)
Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Tka
Putra, saat ini masih dalam tahap awal.
Pemangku kepentingan pelaksana
penyelenggara SDI telah melakukan
sejumlah rapat koordinasi untuk
membahas Rancangan Peraturan
Gubernur (Ranpergub) terkait
implementasi SDI di Provinsi Bali.

Pertemuan membahas
Ranpergub ini, melibatkan Badan Pusat
Statistik (BPS) Provinsi Bali; Dinas
Komunikasi, Informatika, dan Statistik
(Diskominfos) Provinsi Bali; Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perumahan dan Kawasan Permukiman
(PUPR Perkim) Provinsi Bali; Pusat
Pengembangan Infrastruktur Data
Spasial (PPIDS) Universitas Udayana;
dan Bappeda Provinsi Bali. Pembahasan
sudah dilalukan sejak awal Januari 2021.

Untuk pengelolaan pusat data
di daerah, saat ini masih dalam tahap
koordinasi. “Untuk implementasi
Satu Data Indonesia terkait siapa
yang mengelola, masih menjadi
pembahasan,” kata Wayan kepada
GATRA.

Sejauh ini, kendala dan tantangan
yang muncul dalam implementasi
SDI di daerah hampir seragam, yakni
belum adanya SDM yang memenuhi
kualifikasi tentang data, belum adanya
bimtek (bimbingan teknis) tentang
Satu Data. Untuk itu, kata Wayan,
guna mempercepat realisasi SDI, maka
Ranpergub SDI Provinsi Bali akan
ditindaklanjuti dengan pembentukan
Forum Satu Data di daerah.e

G.A. Guritno, Baringin Lumban Goal (Medan)
dan Anak Agung Gede Agung (Denpasar)
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BENNY LAOS
Bupati Morotai

IMPLEMENTASI SATU DATA
DI PINGGIRAN

MOROTAI MENYIMPAN KISAH SUKSES BAGAIMANA PEMBANGUNAN NASIONAL DILAKUKAN DARI
DAERAH PINGGIRAN DAN TERLUAR. IMPLEMENTASI SATU DATA BAKAL MENGAKSELERASI AKSES
INFORMASI TERKAIT POTENSI INVESTASI DAN SEKTOR UNGGULAN DI DAERAH PINGGIRAN.

eraturan Presiden

Nomor 39 Tahun

2019 tentang Satu

Data Indonesia (SDI)

yang ditandatangani
Presiden Joko Widodo pada 12
Juni 2019, mendorong data yang
dihasilkan memenuhi standar data,
memiliki metadata, memenuhi
kaidah interoperabilitas data, dan
menggunakan kode referensi serta
data induk.

Melalui SDI, seluruh data
pemerintah dan data instansi
terkait, tertuang dalam portal
Satu Data Indonesia (data.go.id).
Pemanfaatan data diharapkan
mampu memenuhi kebutuhan
instansi sesuai tugas dan fungsinya.

Satu data berguna untuk
pengambilan kebijakan, evaluasi,
dan strategi pembangunan, serta
mengenalkan potensi investasi di
daerah secara akurat kepada pihak
swasta. Hal itu akan mendukung
percepatan Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN).

Morotai menjadi salah satu
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daerah yang telah memulai SDI lebih
awal. Wilayah yang dipimpin oleh
Benny Laos ini, sedang mempercepat
fasilitas digital agar SDI dapatberjalan
sempurna. Dalam implementasinya,
ada beberapa kendala yang menjadi
tantangan tersendiri.

Untuk melihat pelaksanaan
SDI di sana, Wartawan Annisa Setya
Hutami dan Pewarta Foto Adi Wijaya
dari GATRA mewawancarai Bupati
Morotai Benny Laos pada Senin
petang, 22 Februari 2021. Berikut
petikannya:

Bagaimana Anda menilai
pembentukan SDI?

Secara prinsip, Satu Data
Indonesia merupakan langkah positif
untuk banyak hal, terutama pada sisi
pembangunan. Target pemerintah
terhadap berbagai macam indeks
pembangunan, membutuhkan
database dan kami sudah siap.
Database merupakan ide brilian.
Kalau benar-benar terimplementasi,
menjadi bagus. Kita mau mengambil
kebijakan apa saja, sudah tersedia data

yang berkualitas. Pemerintah hendak
membangun, akan lebih akuntabel
karena datanya terintegrasi.

Manfaat yang nantinya
didapat dari SDI?

Membuka informasi kepada
semua hal, mulai dari keuangan,
sosial ekonomi kependudukan.
Kementerian, lembaga, dan pemda
bisa terintegrasi. Tujuannya pada
percepatan pembangunan. Institusi
bersinergi dalam pengambilan
keputusan sebagai kebijakan.

Apakah berpeluang besar
meningkatkan investasi?

Sangat berpeluang, karena
secara data tidak lagi tumpang-
tindih. Akurasi data sudah lengkap.
Pengusaha dapat mengetahui potensi
bisnis dan pengambilan keputusan
secara akuntabel.

Kapan kemungkinan dapat
tercapai?

Masih membutuhkan proses.
Saya rasa, paling cepat sekitar tiga-



empat tahun lagi. Masih banyak
yang harus dibenahi, terutama
penyempurnaan formasi data.
Utamanya dalam pembangunan
infrastruktur, penyiapan SDM, serta
penetapan petunjuk teknis (juknis)
kementerian dan lembaga yang
sedang disusun. Selain itu, adaptasi
dengan kondisi COVID-19 ini juga
menjadi kendala.

Bagaimana dengan
implementasi SDI di
Kabupaten Morotai?

SDI di Morotai secara
bertahap sudah berjalan. Dalam
bidang infrastruktur sudah rampung
80%. Sementara ini, SDM tengah
disiapkan sembari menunggu juknis
atau peraturan kementerian/lembaga.

pifs adety ol org NS
1oy 238t e

Kami selaku Pemda, menyiapkan
database yang diperlukan.

Apa saja upaya yang telah
dilakukan?

Ada enam hal
terimplementasi. Pertama,
pembangunan ruang command
center. Kedua, membuat regulasi
serta pembentukan sarana database.
Ketiga, rekrutmen SDM. Keempat,
memperluas jaringan 4G. Kelima,
membuat aplikasi dan sofrware.
Keenam, menyempurnakan

infrastruktur sebagai kebutuhan.

Mengenai fasilitas digital,
apakah masih ada kendala?

Saat ini, kami tidak menemui
kendala karena Menkominfo Johnny

telah

G. Plate pada tahun ini sudah
menuntaskan penanganan fasilitas

digital.

Bagaimana kerja sama
dengan pihak swasta terkait
database?

Kerja sama dalam tahap
on progress. Kami sedang proses
pembuatan hardware dan software.

Terkait kewenangan
pemerintah pusat, bagaimana
tanggapannya?

Mengenai kewenangan
pemerintah pusat, saya belum bisa
berkomentar karena masih menunggu
peraturan turunan kementerian/
lembaga atas Peraturan Presiden
(Perpres) 39 Tahun 2019.e

3 MARET 2021 GATRA
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- AMBISI MEMBANGUN
SATU DATA INDONESIA

atu nusa, satu bangsa, satu bahasa.
Sebuah kesatuan identitas yang di-
perjuangkan Indonesiasepanjang 75
tahun merdeka. Bagaimana dengan
data? Lebih tepatnya satu data di
Tanah Air. Nasib data terseok-
seok. Fungsinya terpinggirkan.
Kepedulian atas data yang andal memprihatinkan.
Ironis, memang. Selama puluhan tahun
eksistensi data dinilai penting, tetapi tidak pernah
terpikirkan bagaimana meningkatkan standar
mutunya, mengintegrasikan pengolahannya, dan
mendistribusikan pemanfaatannya. Padahal, data
memiliki arti sangat penting dalam pembangunan.
Transformasi hanya dapat berjalan terukur,
sistematis, akurat, dan dapat dipertanggung-
jawabkan karena ditopang oleh data yang andal.

Memainkan dan Menyelewengkan Data

GATRA mencatat, kritik terhadap data pada
masa Orde Baru kerap muncul terkait validitas
dan akuntabilitasnya. Isunya bukan sekadar kepe-
milikan, klaim kebenaran, dan monopoli atas data.
Namun data resmi yang keluar sudah dicurigai
sebagai upaya pencitraan, menutupi stagnasi, me-
nyembunyikan kebenaran, dan meredam gejolak.

Laporan data yang tidak sesuai dengan ke-
nyataan di lapangan terungkap beberapa kali da-
lam temuan-temuan kasus korupsi dan kebijakan
yang pincang pada masa itu. Kecurigaan terhadap
validitas data selalu dikaitkan dengan transparansi
dari proses mendapatkan, mengolah, sampai me-
nyajikan data. Ada tundingan data telah dimani-
pulasi. Data tak lebih dari alat pembenaran. Begitu
sensitifnya, sehingga kemunculan data tandingan
adalah tabu.
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Pada era Reformasi, kecurigaan terhadap
data tidak pernah surut. Keraguan publik mem-
besar seiring dengan banyaknya kebijakan yang
tidak berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.
Sederet keputusan tercatat condong menguntung-
kan pengusaha, pengimpor, penguasa, birokrat,
politisi, dan aparatur pengguna anggaran. Dalam
banyak proposal proyek, data diutak-atik sengaja
dimainkan. Data yang muncul pun tak lain hasil
kolaborasi culas racikan penyunat anggaran.

Sikap kritis atas akurasi sebuah data selalu
mencuat setiap kali muncul gejolak pro dan kon-
tra pada kebijakan eksekutif serta legislatif. Banyak
contohnya data-data yang terkait dengan ketentuan
dan kebijakan impor, ekspor, serta kebutuhan
subsidi. Objeknya begitu beragam, dari soal pupuk,
beras, energi, hasil panen, pertanahan, alih fungsi
lahan, kependudukan, perburuhan, kelautan,
transportasi, kesehatan, pasien, pendidikan, potensi
usaha, impor bahan pangan, sampai bantuan sosial.

Banyak pengamat menengarai ada kesenga-
jaan mempermainkan data, karena terkait dengan
keputusan penetapan nilai penggunaan anggaran
negara yang akan dibelanjakan. Yang muncul
kemudian, yaitu sederet kebohongan data yang
dipakai untuk memanipulasi bujet. Data acap
kali bukan sebagai instrumen untuk mendukung



transformasi, melainkan diakali untuk tujuan
menyelewengkan anggaran.

Data Itu Penting dan Strategis

Pada dasarnya, data sebagai sekumpulan
informasi berupa teks, gambar, diagram, dan
multimedia, baik kuantitatif maupun kualitatif,
bukan sekadar memberikan informasi yang dapat
dipahami oleh pengguna. Lebih dari itu, data
yang bermutu juga berisi informasi valid, akurat,
andal dan dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah dalam proses memperoleh, mengolah, serta
menyajikannya. Setelah ada jaminan pada fase
pemrosesan, barulah data masuk pada fase lanjut
terkait keamanan dan pemanfaatan data.

Isu keamanan data dikaitkan dengan in-
formasi yang harus dilindungi kerahasiaannya.
Perlindungan dilakukan demi kepentingan yang
lebih besar, seperti rahasia negara dan privasi
yang diatur oleh undang-undang. Untuk alasan
strategis, ancaman, bahaya, kepercayaan, kehati-
hatian, ekonomi, persaingan, dan kepentingan
negara, maka data dengan klasifikasi tertentu perlu
dilindungi serta diatur penggunaannya.

Demi alasan kerahasiaan, maka data juga
perlu dipilah-pilah dalam distribusi dan akses peng-
gunaannya. Keputusan untuk menetapkan layanan

sebuah data dirahasiakan dan tidak dapat diakses
oleh sembarang pihak, harus mempertimbangkan
faktor kemanfaatan data. Dalam aturan interopera-

m
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bilitas data mengenai berbagi pakai data antar-sistem

elektronik secara terintegrasi, sejumlah instansi
sesuai tugas dan wewenangnya dengan mekanisme
tertentu dapat memastikan keandalan, akuntabilitas,
serta keamanan data yang dapat diakses.
Pemanfaatan data menjadi isu krusial di era
revolusi Industri 4.0. Untuk itu, memaksimalkan
fungsi metadata atau informasi tentang data sangat
mendesak. Metadata dalam teknologi informasi
sangat membantu untuk mendeskripsikan, men-
jelaskan, mengidentifikasi, memudahkan pencarian,
melacak penggunaan, dan mengatur akses konten.

Sumber Daya Tidak Terbatas

“Data adalah minyak baru” Ronald Schmel-
zer menegaskan lagi analogi Clive Humby dari
Tesco, Inggris, pada awal 2006 (“Unleashing
The Real Power Of Data”, Forbes, 6 Februari
2020). Data dianalogikan sebagai minyak karena
memiliki nilai strategis. Siapa yang memiliki
akan mengontrol banyak sumber daya. Seperti
minyak, data akan berharga jika dimurnikan
untuk dijadikan entitas berharga yang mendorong
aktivitas produktif. Data mesti diuraikan, diproses,
dan dianalisis agar memiliki nilai.

Dalam ekonomi informasi, ketika sistem in-
formasi memengaruhi formulasi kebijakan eko-
nomi, konsentrasi kecerdasan buatan (artificial intelli-
gence), dan pembelajaran mesin (mzachine learning),
membutuhkan data yang sangat besar (big data) agar
optimal. Kita memasuki era teknologi informasi di
mana dataadalah sumber daya potensial yang hampir
tidak terbatas. Tergantung bagaimana orang meng-
olah, mengekstrak nilainya, dan memanfaatkannya.

Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia merupakan tonggak untuk
memanfaatkan data sebagai akselerator transfor-
masi menuju Indonesia maju. Sudah satu setengah
tahun lebih sejak diundangkan, Satu Data terkena
imbas badai pandemi Covid-19. Kini, seperti apa
progresnya? Makin cepat terwujud, makin cepat
pula kebijakan pembangunan melindas hambatan-
hambatan irasional permainan data. m

G.A. GURITNO

3 MARET 2021 GATRA
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12 ‘ l SENGKARUT DATA
INDONESIA Sektor Pertanian

MENUJU SATU DATA PER

Pendataan beras menggunakan
metode Kerangka Sampel Area
(KSA) dianggap berhasil sehingga
pemerintah mengkaji penerapan
metode tersebut untuk
komoditas pertanian lainnya

GATRA/ ADIWIAYA

P

alau kelebihan stok atau
surplus, kenapa harus im-
por? Pertanyaan ini kerap
muncul saat pemerintah
menerbitkan kebijakan im-
por pangan. Pangkal masa-
lahnya, ada perbedaan data
antarpemangku kepentingan. Ini kerap terjadi pada
komoditas beras, gula, daging dan komoditas perta-
nian lainnya. Padahal, produksi di dalam negeri, stok,

SIMPANG-SIUR DATA PERTANIAN
BERPENGARUH PADA PENGAMBILAN
KEBIJAKAN IMPOR PANGAN.

SALAH DATA, SALAH PERUMUSAN
KEBIJAKAN.PERLU ADA SATU DATA
PERTANIAN.

GATRA 3 MARET 2021
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harga, dan kebijakan impor sangat berkaitan erat.

Ambil saja contoh semrawutnya data be-
ras, yang merupakan salah satu komoditas pa-
ngan pokok di negeri ini. Fluktuasi harga
beras berpengaruh kepada laju inflasi. Tak meng-
herankan, stabilisasi harga maupun cadangan beras
sangat dijaga pemerintah. Alarm impor berbunyi
bila terjadi lonjakan harga beras di pasar. Kondisi
ini mengindikasikan stok barang menipis, sehingga
terjadi kenaikan harga.

Kementerian Pertanian (Kementan) kerap
menyebut stok beras cukup, bahkan suprlus. Di sisi
lain, Kementerian Perdagangan (Kemendag) me-
ragukan klaim tersebut. Perbedaan muncul karena
Kementan melihat dari sisi produksi, sedangkan
Kemendag memperhatikan kenaikan harga di
pasar. Bagi Kemendag, ketika harga naik berarti
supply dan demand sedang mengalami gangguan.

Perbedaan data ini memicu polemik ter-
kait data masing-masing pihak. Pasalnya, statis-
tik inilah yang digunakan pemerintah untuk me-
mutuskan impor atau tidak. Pemerintah berupaya
memperbaiki penghitungan data tentang beras
dalam tiga tahun, pada 2015-2018. Model per-
hitungan disempurnakan dengan metode kerang-
ka sampel area (KSA) yang memanfaatkan citra
satelit. Sebelumnya, perhitungan data beras me-
makai metode konvesional, yang digunakan peme-
rintah sejak 1980-an.

Di periode itu, Badan Pusat Statistik (BPS) ti-
dak merilis data statistik resmi pertanian. BPS sedang
membenahi atau melakukan perbaikan data produksi
padi, gabah, ataupun beras, sehingga ke depan akan
menggunakan satu basis data sebagai acuan dalam
pengambilan kebijakan pemerintah. Lantaran belum
adanya satu basis data, muncul macam-macam versi
data dari masing-masing pemangku kepentingan.

Saat perhitungan hasil metode KSA dirilis
BPS pada 2018, misalnya, ternyata data BPS de-

ngan Kementan jomplang. BPS memprediksi ta-
hun itu produksi beras mencapai 32,42 juta ton. Se-
dangkan Kementan memprediksi produksi beras
berada di angka 46,50 juta ton. Artinya, prediksi
Kementan ada selisih lebih tinggi 14,08 juta dari
prediksi BPS (lihat infografis).

Tentang simpang-siur data itu, Direktur
Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan BPS, Kadarmanto, mengungkapkan
bahwa sebelum 2018, BPS menggunakan laporan
dari dinas terkait di daerah untuk pendataan
beras. Sebelum ada Peraturan Presiden (Perpres)
Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia (SDI), banyak data berseliweran
dengan angka berbeda-beda. Lewat SDI,
BPS ditunjuk menjadi Pembina Data Statistik
sekaligus koordinator forum SDI agar menjadi
acuan standar data yang berkualitas.

“Setelah KSA tersebut menjadi satu data
khusus padi, tidak ada lagi hiruk pikuk. Karena ke-
tika setiap hasil yang ada, langsung data kita kirim
ke stakeholder terkait yang membutuhkan seper-
ti Kementan, Bulog, Bappenas, Kemendag,” kata
Kadarmanto saat dihubungi Gatra. Begitu pen-
dataan beras dianggap berhasil karena lebih kre-
dibel, pemerintah mengkaji penerapan metode
KSA untuk pendataan komoditas pertanian lain-
nya, seperti jagung, kakao, dan kopi.

Data produksi beras BPS juga digunakan oleh
Badan Ketahanan Pangan Kementan untuk meng-
hitung ketersediaan beras, termasuk surplus dan
defisit. Kadarmanto menjelaskan, surplus beras
dihitung dari berapa total produksi dalam negeri,
yang dihitung dariluas panen dikalikan produktvitas,
kemudian dikurangi berapa total kebutuhan atau
konsumsi yang dibutuhkan masyarakat.

Kementan menyadari kesemrawutan da-
ta di sektor pertanian. Plt. Kepala Pusat Data
dan Informasi (Pusdatin) Kementan, Ketut
Karyasa Karocan, menjabarkan sejumlah lang-
kah penyelarasan data-data sektor pertanian oleh
Kementan. Agar data lebih akurat, Ketut meng-
ungkapkan, Kementan menggandeng kemente-
rian/lembaga lain untuk mengintregasikan seluruh
data tersebut. Data dan informasi ini merupakan
hal dasar yang diperlukan Kementan dalam me-
nyusun kebijakan di sektor pertanian.
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“Untuk data-data produksi pertanian, kami
menggunakan data yang sama dengan yang digu-
nakan BPS. Kami menggunakan data luas baku la-
han sawah yang sama dengan Kementerian ATR/
BPN,” ujarnya kepada GATRA.

Kementan juga mengambil peran dalam
implementasi kebijakan SDI. Ketut mengungkap-
kan, Kementan saat ini tengah melakukan perbaikan
atau penyesuaian dasar hukum turunan dari Perpres
SDI. Aturan turunan tersebut tengah disusun me-
lalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan)
tentang Satu Data Pertanian, yang merevisi Per-
mentan Nomor 115 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengelolaan Satu Data Pembangunan Pertanian.
Tujuannya, untuk menyelaraskan data pertanian
dengan kebijakan SDI.

Selain itu, Ketut melanjutkan, Kementan te-
ngah melakukan sejumlah perbaikan, antara lain
mengiinventarisasi daftar data pertanian yang di-
hasilkan dan dikelola oleh Kementan, termasuk
membangun Portal Satu Data Pertanian. Portal ini
nantinya akan terkoneksi langsung dengan Portal
Satu Data Indonesia. “Kami harap, semua upaya

_ itu bisa berjalan dengan baik. Karena tahun 2021
£ ini jadi target kami melakukan soft launching kebi-
= jakan Satu Data Pertanian,” ujarnya.
Diungkapkan Ketut, data pertanian meme-
ngaruhi kebijakan subsidi di sektor pertanian.
Sebab, data lahan baku sawah dari KSA menen-
tukan besaran alokasi pupuk bersubsidi. Agar

GATRA/ DHARMA WI
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Dwi Andreas
Santosa

* penyalurannya tepat sasaran, maka diubahlah

rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK)
menjadi sistem elektronik RDKK (e-RDKK),
yang dibuat by name by address. Hanya petani yang
terdaftar di e-RDKK yang memperoleh pupuk
bersubsidi. Tujuannya, memperketat penyaluran
agar tidak diselewengkan, serta menghindari
terjadinya duplikasi nama penerima bantuan
pupuk bersumsidi.

Data di e-RDKK ini menjadi dasar bagi P'T
Pupuk Indonesia (Persero) selaku produsen dan
distributor pupuk bersubsidi untuk menyalurkan
pupuk bersubsidi. Sistem ini diperkuat dengan
program Kartu Tani. “Dengan pola distribusi baru
ini diharapkan agar bantuan diberikan pemerintah
lebih efektif, lebih tepat kepada pihak yang me-
mang membutuhkan, termasuk bantuan pupuk
subsidi,” Ketut menerangkan.

Namun, masalahnya, tak semua petani terdaf-
tar dalam e-RDKXK serta tergabung dalam kelom-
pok tani. Masih ada sekitar 42 % petani yang belum
menjadi anggota kelompok tani. Hal ini cukup
menyulitkan verifikasi kebutuhan dan alokasi
subsidi pupuk. Karena itu, Kementan melibatkan
penyuluh pertanian untuk mengajak petani ber-
gabung dalam kelompok tani. “Upaya yang dila-
kukan agar petani bergabung dalam kelompok tani
adalah dengan melibatkan penyuluh pada tiap-tiap
kecamatan,” kata Ketut.

Guru besar Fakultas Pertanian Institut Per-
tanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa me-
ngatakan, sengkarut data pertanian terjadi karena
setiap sektor atau kementerian boleh mengambil
data atau melakukan survei mandiri. Itulah
mengapa data antarkementerian kerap berbeda.
Dwi menilai perbedaan ini menganggu pengam-
bilan kebijakan yang tepat dan akurat. Karena itu,
Indonesia perlu membentuk satu lembaga khusus
yang mengeluarkan data resmi yang dapat diguna-
kan semua sektor. “Seluruh data diserahkan saja ke
BPS,” ujarnya kepada GATRA.

Datayang akan digarap BPS bisa menjadi ac-
uan utama dalam penetapan ekspor-impor, tan-
pa ada kepentingan sektoral, misalnya terkait
dengan stok pangan nasional. Lalu, data BPS
juga menjadi indikator untuk menilai kinerja
kementerian. Untuk estimasi produksi be-
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ras, menurut Dwi, penerapan KSA sudah baik. De-
ngan sudah adanya KSA, lanjut Dwi pengumpulan
datayang dilakukan Kementan melalui Sistem Infor-
masi Monitoring Pertanaman Padi (Sismotandi) tak
perlu dilakukan lagi. “Kementan fokus saja memikir-
kan cara mengenjot produktivitas dan meningkatkan
kesejahteraan petani,” ucapnya.
Pengurus Perhimpunan Ekonomi Pertanian
Indonesia (Perhepi), Rizal Taufiqurrahman,
Z mengusulkan agar Presiden Joko Widodo
5 memperbesar fungsi BPS. Tujuannya; agar ada
8 satu pintu yang memasok data pertanian. Apalagi,

Kementerian Pertanian

BPS memiliki Sumber Daya Manusia (SDM)
kompeten untuk mempersiapkan data.

Menurut Rizal, keputusan strategis terkait data
pertanian sebaiknya tidak berada di level menteri, te-
tapi presiden. “Misal semua kementerian datanya da-
ri BPS, maka harus diperluas fungsi BPS. Kalau ha-
nya data sektor pertanian mau satu pintu, harus ada
MoU antarlembaga. Mereka sudah lakukan, cuma
kan efektivitas koordinasinya itu yang jadi masalah,”
ujarnya kepada wartawan GaTra Erlina F. Santika. m

PuTRI KARTIKA UTAMI, M. ALMER SiDQ,
UCHA JuLisTIAN MONE, DAN WAHYU WACHID ANSHORY

“Kami harap, semua upaya
itu bisa berjalan dengan
baik. Karena tahun2021 ini
jadi target kami melakukan
soft launching kebijakan
Satu Data Pertanian.”

Ketut Karyasa Karocan

3 MARET 2021 GATRA
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Satu Data Indonesia (SDI) dapat menunjang sinkronisasi data di pemerintahan pusat dan daerah agar penyaluran bansos tepat sasaran

SINKRONISASI UNTUK
BANSOS HINGGA BOS

PROGRAM SATU DATA INDONESIA YANG DIGULIRKAN PEMERINTAH
DIHARAPKAN DAPAT MEMBANTU PROGRAM DI BANYAK SEKTOR.
INTEGRASI BISA SANGAT BERGUNA UNTUK VERIFIKASI DATA
BANTUAN SOSIAL SAMPAI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH.

GATRA 3 MARET 2021



andemi yang sudah melanda sejak
setahun ini menjadi pembuka ta-
bir tentang bagaimana penge-
lolaan data di Indonesia begitu
kedodoran. Tengok saja tum-
pang tindih data penerima ban-
tuan sosial (Bansos). Terlihat
banyaknya data yang tidak sinkron serta penerima
bansos yang tidak tepat sasaran.

Padahal, program perlindungan sosial menjadi
langkah terdepan pemerintah untuk mengurangi
dampak sosial-ekonomi akibat krisis Covid-19.
Di sini akurasi data yang centang perenang bisa
membuat pengambilan keputusan jadi tidak presisi.

Tak hanya soal masalah data penerima Ban-
sos, data kependudukan, secara umum, masih me-
nyimpan beberapa persoalan. Di antaranya terkait
dengan standar pengumpulan data di sejumlah ke-
menterian/kelembagaan/daerah, verifikasi dan va-
lidasi data, serta mekanisme pembaharuan data.

Agar persoalan ini bisa diselesaikan, peme-
rintah melalui Perpres Nomor 39 Tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia (SDI) berupaya
memperbaiki sengkarut itu dengan meningkatkan
kualitas tata kelola data di pemerintahan.

Salah satu langkah untuk mempercepat im-
plementasi SDI adalah sinkronisasi data. Caranya,
dengan sinergi antar lembayang terlibat dalam
program SDI. Seperti dalam penyaluran bansos,
persoalan pemutakhiran Data Terpadu Kesejah-
teraan Sosial (DTKS) belum dilakukan berkala di
level mikro seperti masyarakat desa.

Permasalahan data itu mencakup: data tidak
lengkap, adanya duplikasi NIK (nomor induk kepen-
dudukan), data tidak ter-update, data tidak padan, dan
data penerima bantuan yang tumpang tindih.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahte-
raan Sosial, Kementerian Sosial (Kemensos), Said
Mirza Pahlevi, menyatakan bahwa hingga saat ini
DTKS merupakan data yang memberikan infor-
masi lengkap mengenai kondisi sosial ekonomi ru-
mah tangga miskin dan tidak mampu.

DTKS dipakai dalam program perlindungan
dan pemberdayaan sosial guna meningkatkan kete-
patan sasaran dari penerima manfaat.

“Saat wabah Covid-19 muncul, DTKS me-
miliki komplementaritas dengan sejumlah prog-
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ram perlindungan dari pemerintah dan digunakan
sebagai acuan pemberian bansos terkait dampak
sosial-ekonomi akibat Covid-19,” kata Said dalam
webinaryang digelar IATT pada 9 September 2020.

Tumpang tindih data bansos karena terdapat
beberapa NIK dalam satu KK yang menerima
bantuan yang sama. Akibatnya, pembagian bansos
menjadi kurang tepat sasaran. “Data tidak ter-
update untuk lokasi domisili, status pekerjaan, dan
keberadaan warga, seperti masih hidup atau sudah
meninggal,” ujarnya.

Dalam perkembangannya, hingga saat ini
pemutakhiran data terus dilakukan lewat koor-
dinasi dengan pemerintah daerah. Verifikasi data
penerima bantuan, seperti di Jawa Barat, dilakukan
di tingkat desa bahkan RW. Forum data nasional
dan daerah yang terdiri dari para pemangku kepen-
tingan SDI menyepakati sejumlah seperti standar
data bansos, metadata bansos, kode referensi,
interoperabilitas, dan daftar data.

PengamatKebijakan Publik dari Universitas
Gadjah Mada (UGM), Wahyudi Kumorotomo,
berpendapat, kebijakan Satu Data Indonesia atau
One Map Policy (OMP) yang digagas pemerin-
tah dapat digunakan untuk sektor sosial dan pen-
didikan.

Pemerintah, menurut Wahyudi, akan ter-
lebih dulu memperbaiki data yang berhubungan
dengan informasi geospasial dan pemetaan tanah.
Kalaupun integrasi data dilakukan untuk sektor so-
sial, maka data akan diambil dari sumber yang ada.

“Jika mengacu pada kebijakan, OMP tak ber-
kaitan langsung dengan pemberian bansos. Me-
lainkan harus disambungkan dengan basis data
kependudukan,” ujar Wahyudi kepada wartawan
Gatra Arif Koes Hernawan.

Kepala Departemen Administrasi Publik
FISIP UGM itu menyatakan, konsep satu data
menjadi bagian tak terpisahkan antara data geospa-
sial dan data kependudukan.

“Jika semuanya beres, peta bisa untuk me-
nambah data atribut sepert alamat orang. Data la-
han bisa disinkronkan dengan data kependudukan.
Artinya, data penduduk dengan lokasinya terinte-
grasi dengan NIK,” ucapnya.

Kemanfaatan satu data tersebut akan dirasa-
kan oleh masyarakat. Selama ini,updatingdata di-
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lakukan hampir setiap tahun, dan menyesuaikan
mobilitas darimasyarakat. “Kalauwarga pindah, se-
mua urusan akan pindah. Selain itu, Satu Data bisa
untuk kebutuhan mobilisasi subisidi pemerintah
kepada penduduk miskin. Jadi [penyalurannya] ti-
dak salah sasaran,” ia menambahkan.

Kkk

Bicara soal integrasi data, Kementerian Pen-
didikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) termasuk
instansi yang sudah terlebih dulu memulai. Bahkan,
data yang dihimpun Kemendikbud menjadi salah
satu referensi utama pengambilan kebijakan ber-
basis data dari tiap sektor kementerian/lembaga,
hingga pemerintah daerah (Pemda).

Hal itu disampaikan oleh Plt. Kepala Pusat
Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbud,
M. Hasan Chabibie. Dalam mengelola data pen-
didikan, Kemendikbud telah membaginya pada
dua kelompok data, yakni Data Pokok Pendidi-
kan (Dapodik) dan Pangkalan Data Pendidikan
Tinggi (Dikd).

“Kalau Dapodik itu menyajikan data dari
PAUD hingga Pendidikan Dasar dan Menengah
serta Pendidikan Kesetaraan. Sementara pangkalan
data Dikti itu menghimpun data dari perguruan
tinggi,” kata Hasan ketika diwawancara GATRa,
pertengahan Februari lalu.

Pengelolaan dua entitas data tersebut, me-
nurut Hasan, menjadi referensi utama Kemendik-
bud dalam menggagas kebijakan. Menariknya, data
yang ada di Kemendikbud sudah terintegrasi dengan
data pendidikan keislaman yang ada di Kementerian
Agama. “Data kita pun sudah terkoneksi juga dengan
Dukcapil di Kemendagri,” ia menambahkan.

Pemanfaatan data pendidikan melalui
Dapodik dan pangkalan data DIK'TT diakui Hasan
sudah berjalan. Yang terbaru, ia mencontohkan,
Pusdatin Kemendikbud menyerahkan data pendi-
dikan tersebut ke Kementerian Kesehatan, sebagai
referensi vaksinasi bagi kalangan pendidikan.

“Karena mereka (Kemenkes) butuh data
guru, dosen, serta peserta didik dalam rangka
program vaksinasi yang tengah berjalan. Data ke-
mudian dikurasi Kemenkes untuk menentukan
nama-nama guru, dosen, dan sebagainya yang
perlu divaksin,” katanya.
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Selain itu, Hasan menyebut data yang dimi-
liki Kemendikbud juga kerap menjadi rujukan in-
stitusi lain. Misalnya, Kemenpan RB, Kemenaker,
dan BPJS. “Jadi, bisa dibilang data yang kami him-
pun sudah terintegrasi dalam tiap kementerian/
lembaga dan dijadikan referensi pengambilan ke-
bijakan,” ujarnya.

Dalam penerapannya, ssmbung Hasan, data
Kemendikbud itu berperan dalam penyaluran dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan penen-
tuan zonasi siswa. “Dana BOS dan bantuan kuota
[internet] itu menggunakan data kami semua. Tapi
perlu diingat, data itu dihimpun sekolah atau uni-
versitas, lalu diberikan ke Kemendikbud. Untuk
itu, harus dilakukan pengecekan kembali atas data
yang disampaikan,” ujarnya.

Hasan mengatakan, untuk menjaga tingkat
akurasi dan keamanan data, pihaknya kerap me-
lakukan pendataan ulang, verifikasi, dan validasi.
“Kita tak jarang menggunakan random sampling
check agar verifikasi dan validasi berjalan baik. Jadi,
memang update data yang dilakukan sekolah tiap
semester berubah,” Hasan menambahkan.

Tak hanya itu, sistem data yang dirancang
Kemendikbud saat ini sudah menyimpan riwayat
pendidikan siswa dalam nomor induk siswa na-
sional (NISN). Data tersebut memudahkan siswa
yang kerap pindah sekolah karena mengikut dinas
orangtua.

“Melalui NISN tercatat riwayat pendidikan
dia pernah sekolah di mana, kelas berapa, dan seba-
gainya. Itu lebih memudahkan pendataan siswa di
sekolah baru. Hanya saja, memang belum menca-
kup nilai atau arsip ijazah digital di sana,” ujarnya.

kK

Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto, menyatakan
dalam penyusunan Satu Data Indonesia (SDI) di-
perlukan data prioritas. Data prioritas dimaksudkan
sebagai data integrasi yang perlu disusun dalam
waktu dekat, misalnya pembuatan big data untuk
penanganan dampak Covid-19.

“Sehingga, pemerintah dapat merumuskan
kebijakan yang tepat untuk penanganan dampak
Covid-19 diberbagaisektor (ekonomi, kesehatan,
sosial). Pada 2021, Kemensos akan melakukan
pemutakhiran DTKS,” kata Suhariyanto kepada
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Ia menyebutkan dalam kebijakan SDI, Ke-
mensos dan Kemendikbud berperan sebagai pe-
nyelenggara SDI atau produsen data pada sek-
tornya masing-masing. Keduanya juga menjadi
penerima manfaat dari adanya program SDL.

“Kemendikbud akan berperan dalam menye-
diakan data-data di sektor pendidikan, sedangkan
Kemensos akan menyediakan data-data yang ter-
kait kesejahteraan sosial,” ujarnya.

Suhariyanto menerangkan, sistem penyajian
dataakan diwujudkan dalam bentuk portal Satu Data
Indonesia. Portal itu menyajikan data dalam format
terbuka (open format), fasilitas interoperabilitas, serta
memberikan akses data ke publik. Praktik penyajian
data ini telah dilakukan pada situs web BPS.

Namun, data-data yang dikenakan pember-
lakuan pembatasan akses berdasarkan peraturan
& perundang-undangan tidak disajikan pada portal

\TRA/ ADI WIJAYA

tersebut. “Implementasi SDI merupakan proses
berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas data
pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan
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dapat dipertanggungjawabkan,” ia menerangkan. -

Suhariyanto menambahkan, saat ini Kemen-
terian PPN/Bappenas sedang menyusun roadmap
SDI yang salah satu agendanya yakni menetapkan
data prioritas pemerintah. Program SDI dirancana-
kan dapat operasional selambatnya pada akhir 2024.

Ta menyebutkan, dalam Sistem Statistika Na-
sional dikenal tigajenis data. Pertama, datastatistika
dasar yang dirilis BPS. Sebagai contoh, data per-
tumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran.

. Kedua, data statistik sektoral yang disajikan
oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah dae-
rah. Selanjutnya, data statistika khusus yang dike-
luarkan oleh badan usaha, masyarakat, dan individu.

“Untuk mewujudkan sinkronisasi data antar
kementerian, lembaga, dan pemda, tata kelola data

“Kemendikbud akan berperan
dalam menyediakan data-data di sektor
pendidikan, sedangkan Kemensos
akan menyediakan data-data yang terkait
kesejahteraan sosial.”

Kecuk Suhariyanto

nasional telah diatur dalam UU Statistik dan Per-
pres SDI,” ucap Suhariyanto.
Perpres SDI, ia melanjutkan, mengatur pem-
bentukan Forum SDI tingkat pusat dan tingkat
daerah. Forum SDI bertujuan untuk menjalankan
proses koordinasi dan sinkronisasi data di antara
kementerian, lembaga, dan pemda.
“Melalui mekanisme tata kelola itu, penye-
lenggaraan data dapat dijalankan terpadu melalui
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standar-
disasi. Itu semata untuk pemenuhan terhadap
prinsip standar data, metadata, serta kode
referensi dan data induk,” ujarnya. m
ANDHIKA DINATA,
UcHA JuLisTIAN MoNE, DAN WAHYU WACHID ANSHORY
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EGO SEKTORAL
HAMBAT PETA GEOSPASIAL

UPAYA PEMERINTAH MEREFERENSI INFORMASI GEOSPASIAL DENGAN SATU STANDAR
DAN SATU BASIS DATA BELUM MEMBUAHKAN HASIL. EGO SEKTORAL, LAMBATNYA
PENGUMPULAN DATA, DAN RESPONS PEMBARUAN TEKNOLOGI MENJADI KENDALA.

emrawutnya urusan pemetaan
di Indonesia, baik secara kuaitas
maupun kuantitas, sudah bukan
rahasia lagi. Khususnya, geospasial.
Impelementasi kebijakan satu peta,
sebagai upaya meningkatkan tata
kelola kualitas data pemerintahan
masih membentur sejumlah kendala. Padahal
dengan kebijakan itu, persoalan geospasial yang
selama ini timbul, seperti tumpang tindih lahan,
tidak teraturnya perencanaan pemanfaatan
ruang, dan potensi kerusakan lingkungan hidup,
diharapkan bisa diselesaikan bertahap.

Namun, sampai kini upaya perbaikan terbilang
lambat. Bahkan ada kesan, cenderung terjadi
pembiaran atas upaya perbaikan data geospasial. Hal
itu lantas memperburuk krisis sosial ekologis yang
sudah lama menjadi persoalan di Indonesia.

Undang-Undang (UU) Nomor 4/2011
tentang Informasi Geospasial, yang kemudian
ditegaskan kembali dengan terbitnya Perpres
Nomor 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta
Skala 1:50.000, hingga masa berlaku beleid itu
berakhir pada Desember 2019 lalu, dianggap belum
banyak memberikan perkembangan yang berart.

Padahal, bencana ekologis yang kerap
terjadi seharusnya jadi semacam peringatan agar
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peta geospasial digarap lebih serius. Tercatat
pada 2021 saja sudah ada 168 kejadian bencana
hidrometeorologi berupa banjir dan longsor.
Terbesar menimpa Kalimantan Selatan karena
dampaknya yang cukup luas dan melumpuhkan
ekonomi masyarakat.

“Kami menilai proses yang dilakukan pemerin-
tah terlalu lambat dalam mengupayakan bagaimana
geospasial menjadi satu bagian yang penting,” kata
Manajer Tata Ruang dan GIS Wahana Lingkungan
Hidup Indonesia (Walhi), Ach Rozani.

*kk

Sejak diluncurkan pada Agustus 2018, ke-
bijakan satu peta tidak memiki perkembangan sig-
nifikan, meski pemerintah mengklaim 99% target
Informasi Geospasial Tematik IGT) telah selesai.
Sejumlah pengamat menilai kendalanya antara lain
menyangkut faktor keterbukaan.

Kepala Divisi Advokasi Jaringan Kerja
Pemetaan Partisipatif, Imam Hanafi, mengatakan
informasi spasial bagi masyarakat Indonesia —
yang bisa dibilang belum melek peta—masih
digunakan sebatas petunjuk arah dan tempat.
Padahal, di luar fungsi generiknya itu, informasi
spasial sangat penting dalam mengatur ruang-
ruang publik. “Peta bahkan bisa digunakan sebagai
alat kekuasaan dan pengaturan terkait ruang,”
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Peneliti menunjukkan peta gempa bumi tahun 2017 lalu

katanya kepada GATRA.

Dalam prosesnya, kebijakan satu peta akan
mengintegrasikan dan mengkompilasi semua
data spasial yang ada di kementerian dan lembaga.
Proses integrasi itu adalah pengumpulan seluruh
data spasial, dan melakukan sinkronisasi untuk
penyelesaian tumpang-tindah. Buntutnya, satu
peta akan menjadi acuan dan referensi dari semua
pihak yang menggunakan.

Namun, nyatanya, proses tersebut bersifat
sektoral saja. Dengan kata lain, hanya data spasial
kementerian dan lembaga saja yang diintegrasikan.
Sementara tumpang tindih ruang juga terjadi
di masyarakat. “Data-data spasial masyarakat
minim sekali dimiliki pemerintah,” Hanafi
mengungkapkan.

Data terkait masyarakat seharusnya menjadi
wewenang Kementerian Agraria dan Tata Ruang

e

(ATR). Kementerian tersebut, kata Hanafi, memiliki
peran dan wewenang terhadap registrasi pertanahan,
termasuk mendaftar dan mendata seluruh status dan
fungsi tanah yang ada di Indonesia.

Tapi, menurut Hanafi, kementerian justru
terjebak pada pembuatan sertifikat belaka,
utamanya di areal yang clean dan clear, sehingga
Kementerian ATR tidak bisa mewakili bagaimana
status dan fungsi ruang masyarakat. “Apalagi jika
kita berbicara mengenai masyarakat adat,” dia
menambahkan.

Sama halnya dengan Kementerian
Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK).
Menurut Hanafi, kerja-kerja KLHK hanya
mengurusi wilayah kehutanan yang menjadi klaim
kementerian saja tanpa memeriksa keberadaan
masyarakat adat di dalamnya. Atau Kementerian
Dalam Negeri, misalnya, yang memiliki kebijakan
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SENGKARUT DATA
Sektor Geospasial

Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang
batas dan administrasi desa. juga tidak memiliki
data valid mengenai ruang masyarakat.

“Padahal batas desa masuk ke dalam peta da-
sar. Sementara peta dasar tersebut adalah wewenang
Badan Informasi Geospasial,” ujarnya.

Peta dasar adalah informasi yang menggam-
barkan permukaan bumisuatuwilayah, baikberupa
hutan, sawah, maupun jalan. Peta dasar bukanlah
peta tematik. Melainkan peta yang bakal dirujuk
semua pihak ketika memproduksi peta tematik.
Masalahnya, peta tematik yang digarap masing-
masing kementerian dan lembaga menyebabkan
tumpang tindih terjadi di satu lahan. “Tidak efi-
sien,” Hanafi menambahkan.

Persoalan berikutnya adalah konflik. Dalam
catatan Hanafi, konflik tidak hanya terjadi antara
negara dan swasta, atau antara kementerian dan ke-
menterian lainnya, melainkan dalam hal ini juga de-
ngan masyarakat.

“Kenapa masyarakat? Karena ada beberapa
kementerian yang tupoksinya menyiapkan data
yang seharusnya bisa menggambarkan masyarakat,
tidak mengert itu,” ucap dia.

Setidaknya ada sekitar 75.000 desa yang ada di
Indonesia, namun data desa yang dibangun hanya
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bersifat indikatif. Proses tersebut tidak terkoreksi
dengan baik karena batas yang tumpang tindih,
tidak sesuai, dan tidak termutakhirkan.

Di sisi lain, Badan Informasi Geospasial
(BIG), kata Hanafi, hanya mampu menyiapkan
peta berskala 1:25.000. Artinya, skala 1 sentimeter
di peta sama dengan 250 meter di lapangan.
Sedangkan peta desa yang dibutuhkan dan layak
untuk disebut peta harus berskala 1:10.000. JKPP
mendorong agar partisipasi masyarakat dalam
konteks Geospasial diakomodasi. Di sisi lain,
informasi mengenai geospasial itu sendiri harus
dipublikasikan secara luas.

Selain itu, penataan ruang harus berorientasi
pada kesejahteraan masyarakat dengan melihat
situasi ruangnya. Misalnya, peta dasar harus di-
update setiap 10 tahun. Karena peta berubah, dan
ruang dinamis. Sungai, misalnya, bisa berubah
kelokannya, jalan baru bisa dibangun, dan status
kepemilikan tanah bisa berganti. “Peta dasar saatini
tidak memadai. Kami berharap tidak ada tumpang
tindih dan konflik ruang di Indonesia,” ujar Hanafi.

Sementara itu, Manajer Tata Ruang dan
GIS Walhi, Ach Rozani, menyebut keseriusan
pemerintah dalam menjalankan mandat Perpres
Nomor 9 Tahun 2016 masih sangat lambat dan



sangat normatif.

Pembuatan satu peta geospasial sesuai mandat
Perpres 9/2016 dinilai masih memiliki kendala
sektoral. Sering kali, pengumpulan data dari tiap
kementerian/lembaga terkesan lambat dan masih
bernuansa ego sektoral.”Misalkan yang mengurus
hutan KLHK, yang mengurus perkebunan ATR/
BPN, terkadang itu yang faktanya membuat
lambat,” Rozani menjelaskan.

Selain itu, data geospasial yang dimiliki pe-
merintah pada wilayah-wilayah 3T kerap kali tidak
sesuai dengan fakta di lapangan. Seringkali terdapat
wilayah yang masih belum mampu menerima pro-
duk geospasial, seperti perizinan pemanfaatan lahan
dan lainnya. Sayangnya, produk-produk geospasial
ini dipaksakan pemerintah pusat hingga akhirnya
menimbulkan konflik secara terbuka di wilayah-wi-
layah tersebut.

Menurut Rozani, pemerintah seharusnya
mampu melakukan tindakan cepat dan tepat terkait
permasalahan geospasial ini. Kesalahan-kesalahan
masa lalu mestinya memberikan corrective action
dengan cepat. Sehingga pemerintah pusat dan
pemerintah daerah dalam konteks pemanfaatan
ruang bisa lebih baik secara posisi, lokasi, hingga
situasi suatu daerah.

Terlebih, kebijakan satu peta geospasial yang
di dalamnya terdapat data pemetaan kebencanaan
sangat dibutuhkan, terutama dalam rekonstruksi
pasca-bencana. Sayangnya, Rozani melanjutkan,
hingga saat ini peta kebencanaan masih belum
menjadi bagian dalam kebijakan satu peta geospasial.

Ia juga berharap BIG bisa lebih terbuka
terhadap masyarakat sipil dalam permasalahan-
permasalahan geospasial. Koordinasi dan diskusi
dengan masyarakat sipil sangat diharapkan bisa
dilakukan BIG, lantaran masalah geospasial tidak
bisa dikerjakan oleh satu lembaga saja.

Kepala BIG, Muhammad Aris Marfai,
mengaku banyak hal perlu jadi perhatian dalam
impelementasi satu data geospasial. Antara lain
masalah egosektoral. Baginya, ini bukan halmudabh,
mengingat geospasial berkaitan erat dengan
seluruh stakebolder. “Kita harus bersedia duduk
sama rendah, berdiri sama tinggi,” ungkapnya saat
wawancara khusus dengan GATRA pada Selasa, 16
Februari lalu.

EDISI
KHUSUS

Menurut Aris, ketersinggungan antarsektor
mungkin saja terjadi karena potensi tumpang
tindih kepentingan. Persoalan ini tengah dicari titik
temunya dan diharapkan pada tahapan berikutnya
bisa saling sepakat dan sinkron.

Ia menegaskan, pihaknya telah melibatkan
semua unsur terkait dalam proses konsolidasi data
geospasial. Struktur penyelenggaraan melalui
Kelompok kerja Informasi Geospasial Tematik
(IGT), melibatkan beberapa kelompok kerja
(pokja). Ada pokja tata ruang, perubahan iklim,
integrasi informasi, kebencanaan, termasuk di
dalamnya ada pokja masyarakat hukum adat.

» “Sebetulnya kita memfasilitasi masukan
dari masyarakat dan itu sudah pernah kita
laksanakan,” ujarnya.m
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DATA GEOSPASIAL YANG PRESISI DAPAT MENGANTISIPASI
KERUSAKAN LINGKUNGAN, KONFLIK BATAS WILAYAH, HINGGA
SENGKARUT TATA RUANG. TULANG PUNGGUNG KEBIJAKAN SATU
DATA INDONESIA DENGAN BANYAK PEKERJAAN RUMAH YANG

HARUS SEGERA DIBENAHI.

epala Badan In-
formasi Geospa-
sial (BIG), Muh.
Aris Marfai,
tancap gas se-
telah mendapat
amanat me-
mimpin. Prof Aris, begitu ia disapa,
diminta melakukan percepatan prog-
ram satu data, khususnya di sektor
geospasial. Bukan hal mudah, meng-
ingat geospasial berkaitan erat dengan
banyak stakeholder. “Kita harus ber-
sedia duduk sama rendah, berdiri
sama tinggi,” ujarnya.

Ia mengaku, ketersinggungan
antar-sektor mungkin saja terjadi
karena potensi tumpang tindih
kepentingan, tumpang tindih data
geospasial. Ini yang menurutnya
tengah dipetakan agar mekanisme

berikutnya bisa saling sepakat dan

sinkron.

Untuk lebih jelas mengulas
persoalan Satu Peta dan kaitannya
dengan data geospasial, wartawan
Gatra Hidayat Adhiningrat, Sandika
Prihatnala, dan Ucha Julistian Mone
berbincang dengan Kepala BIG me-
lalui pertemuan virtual, pada Selasa
pekan lalu. Berikut petikannya:

Bagaimana peran BIG dalam
Program Satu Peta yang digagas
pemerintah?

Program satu peta (Perpres
Nomor 9 Tahun 2016) itu untuk pe-

nyamaan sistem referensi dan peme-

taan, serta data geospasial di Indo-
nesia. BIG punya peran penting di
situ, karena terkait dengan data-
data geospasial memang kita yang
mengelola. Namun, satu peta itu
program sinkronisasi terkait data
spasial untuk seluruh K/L di kemen-
terian dan lembaga.

Sehingga beberapa Kemen-
terian juga mempunyai data spa-
sialnya. Misalnya kehutanan,
mereka punya data spasial sendiri, per-
tanian, kemudian pertambangan, dan
sebagainya. Sehingga mereka adalah
wali data untuk bidang sektoral. Dari
situ BIG mempunyai fungsi sinkro-
nisas dan koordinasi, pembinaan.

Kemudian ada peraturan pe-
merintah terkait dengan Satu Data
Indonesia. Satu data itu artinya
menyinkronkan antara data spasial di
BIG, datastatistik BPS, data keuangan
di Kemenkeu, dan sebaginya, serta
data yang lain. Nah, untuk yang satu
data Indonesia itu tadi, Kepala BIG
sebagai dewan pengarah, artinya
melaksanakan tugas membina data
geospasial. Nanti ada juga BPS seba-
gai anggota dewan pengarah untuk
melaksanakan tugas pembinaan
data statistik dan lain sebagainya.
Positioning-nya di situ.

Sejauh ini kebijakan satu
peta pencapaiannya sudah sampai
mana?

Bersama-sama dengan ke-
sekretariatan di bawah koordinasi

m
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Menko Perekonomian, beberapa hal
kita lakukan, termasuk sinkronisasi
peta-peta tematik saat ini sudah 85%
yang selesai. Tidak dikerjakan semua
oleh BIG, tetapi sebagian besar
dikerjakan oleh K/L yang lain sesuai
dengan sektornya. BIG punya peran
pembinaan. Bagaimana, misalnya,
georeferensinya, bagaimana kaidah
stepping penyusunan petanya, bagai-
mana dengan resolusi, skala, tingkat
kedetailan, dan sebagainya. Dan
akan kita kembangkan lagi. BIG ada
kedeputian yang tugasnya mendam-
pingi, membina, monitoring, dan
mengoordinasikan program satu peta.

Kendala apa saja yang dite-
mukan?

Program satu peta bisa dibilang
sukses, karena memberikan kesadaran
bersama bahwa data geospasial itu
penting. Sehingga awareness ber-
langsung ditindaklanjuti di setiap
K/L. Misalnya dengan menyediakan
data yang appropriate. Data itu sa-
ngat tajam sekali manfaatnya untuk
keberlangsungan proses pemba-
ngunan. Meski demikian, masih perlu
perbaikan. Menyamakan persepsi se-
luruh K/L itu tidak mudah. Kita harus
bersedia duduk sama rendah, berdiri
sama tinggi.

Kedua, ketersinggungan antara
sektor dengan sektor lain yang
mungkin saja ada tumpang tindih
kepentingan, tumpang tindih data.
Ini pun kita petakan. Saat [rapat] di
Kemenko Perekonomian, kita sudah
menyusun peta tumpang tindih, untuk
identifikasi berapa yang tumpang
tindih. Mekanisme berikutnya duduk
bersama mencari sinkronisasi.

Ketiga, tidak semua data dimiliki
walidata. Maksudnya tidak semua
data di kementerian dan lembaga bisa
dibuka secara keseluruhan, sebelum
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Pentingnya ketersediaan data geospasial
dan data non-geospasial seperti

data statistik dalam mitigasi ataupun
manajemen bencana

itu firmed. Misalnya, banyak sekali
data geospasial yang digunakan khu-
sus untuk kepentingan tertentu, se-
hingga menjadi kewenangan di setiap
lembaga. Saya enggak masalah, ya
sudah itu memang sesuai koridornya.

Bagaimana kendala batas
wilayah?

Kita punya komitmen besar me-
nyelesaikan itu. Bayangkan Indonesia
sangat luas sekali, maka sedikit demi
sedikit akan kita selesaikan, sepanjang
kita akan menyusun peta skala besar.
Skala peta 1 banding 5.000, termasuk
di dalamnya itu scanning. Memang
peta di desa itu banyak tantangannya,
terkait hak adat, sosiologi masyarakat,
aksesibilitas, dan macam-macam

teknologi. Tapiitubukan penghalang.

GATRA 3 MARET 2021

Indonesia memiliki potensi
bencana alam tinggi. Bagaimana
menyikapi tantangan alam dan pe-
metaan di lapangan?

Kita merasakan dinamika alam
sangat memengaruhi kinerja. Ter-
utama skala detail. Skala 1 banding
5.000. Dalam dua bulan terakhir ini
kita lihat banjir, longsor di mana-
mana, dan itu akan memengaruhi
bagaimana akuisisi data di lapangan.
Tapi kalau menggunakan teknologi
yang advanced, dengan citra satelit
maka kita bisa membantu monitoring
terhadap kejadian bencana.

Kebetulan yang diamanatkan
kepada kita misalnya terkait dengan
informasi geospasial tematik rawan
banjir itu kita kerjakan, kemudian
multirawan, deformasi. Kita juga
membantu men-support kebakaran

hutan dan lahan.

Tantangan bencana alam ini
bisa menjadi upaya mitigasi?

Salah satu unsur penting ke-
tika melakukan mitigasi bencana
atau manajemen bencana adalah ke-
tersediaan data geospasial dan data
non-geospasial seperti data statistik.
Khusus geospasial, kita bisa mem-
berikan supportke BNPB ataulembaga
lain yang berkompeten melakukan
mitigasi bencana. Aspek yang kita
buat misalnya peta rawan banjir, peta
potensi karhutla. Kita supply untuk
lembaga yang menangani.

Masyarakat adat merasa ku-
rang dilibatkan, sehingga muncul
asumsi hanya menguntungkan
korporasi. Benarkah?

ANTARA FOTO/ BAYU PRATAMA S



Struktur penyelenggaraan me-
lalui Kelompok Kerja IGT (Informasi
Geospasial Tematik) itu ada bebe-
rapa pokja. Ada pokja tata ruang,
perubahan iklim, integrasi informasi,
kebencanaan, termasuk di dalamnya
ada pokja masyarakat hukum adat.
Artinya, sebetulnya kita memberikan
fasilitasi untuk keterbukaan masukan
dari masyarakat dan itu sudah pernah
kita laksanakan atau beberapa kali
pelatihan dan melakukan komuni-
kasi dengan masyarakat adat dan
sebagainya, dalam rangka memberi-
kan masukan dalam IGT ini.

Kalau ada satu-dua yang terle-
watkan dari masyarakat, banyak yang
masih diikutkan. Saya sampaikan juga
misalnya kesuksesan di IGT itu salah
satunya terkait bagaimana melakukan
penataan perizinan perkebunan ke-
lapa sawit. Jadi biar tidak selalu kita
condong ke korporasi. Kita juga
membantu dalam koordinasi bersama
waktu itu, dengan KPK. Ada 13
data tematik yang berproses untuk
sinkronisasi kegiatan perkebunan.
Lima provinsi yang sudah masuk
percontohan yaitu Kalimantan
Tengah, Riau, Kalimantan Timur,

Sulawesi Barat, dan Papua. Kita

menandatangani komitmen ber-
sama untuk penataan perizinan
kelapa sawit. Jadi sebetulnya sudah
ada langkah-langkah kita untuk
melibatkan masyarakat.

Bagaimana BIG menyiasati
bentuk koordinasi dengan daerah
dalam konteks percepatan pem-
buatan peta, sementara kita masih
dalam kondisi pandemi?

Dengan kepala daerah, kemen-
terian, dengan lembaga, itu di dalam
koridor satu peta kita memang pu-
nya tugas dan kewenangan masing-
masing. BIG memberikan pelayanan

terkait dengan data geospasial dan
memberikan pembinaan data geo-
spasial. Fungsi pelayanan ke pem-
da salah satunya memberikan ko-
reksi terhadap peta tata ruang dan
peta rencana detail tata ruang. Kita
menjaga kualitas kontrol data geospa-
sial di dalam tata ruang itu. Kita perlu
yakinkan itu benar secara koordinat,
skala, peruntukan, dan sebagainya.
Saat ini, di masa pandemi, pelayanan/
asistensi dilakukan on/ine.

Kedua, kita menemukan mo-
mentum sangat tepat untuk speed up.
Kalau dulu kita menyusun peta skala
besar di Indonesia kira-kira dalam satu
tahun sampai 40.000-an kilometer
persegi. Beberapa waktu yang lalu,
kita menggunakan teknologi, sum-
bernya foto udara dan lidar kita per
tahun mampu 10.000 kilometer
persegi. Maka kita mencari terobosan.

Kami sudah mencoba kombinasi
teknologi radar dengan sensor optik.
Kalau itu kita lakukan, kira-kira per
tahunnya bisa 900 kilometer persegi.
Bisa lebih banyak. Kita juga lakukan
otomasi. Misalnya dengan Artificial
Intelligence (AI), kita bisa sampai
500.000 kilometer persegi per tahun.
Yang sekarang baru selesai 2%, maka
100%-nya akan bisa kita selesaikan
kira-kira lima tahunan dan biayanya
lebih murah. Kita perkirakan dengan
teknologi yang lama bisa Rp20juta per
kilometer persegi, maka dengan yang
alternadf ini kita bisa buat hanya Rp2
juta per kilometer persegi. Kalau ini
dilakukan dengan otomasi, maka kita
bisa hanya tinggal fokus pada urusan
konflik masyarakat tadi. Urusannya
harus ada kesepakatan bersama.

Program percepatan melalui
teknologi butuh berapa besar
anggaran?

Kira kira membutuhkan dana

untuk empat-lima tahun itu Rp4,5
triliun. Tidak banyak jika kita
bandingkan dengan skema yang lama,
yang bisa memakan’hampir Rp42
triliun. Kita ini optimistis, hanya saja
karena pandemi sedikit terhambat.

Terkait PP Nomor 2 Tahn
2021 soal rupabumi, bagaimana
bentuk sinkronisasinya?

Memang diamanatkan pe-
nyelenggaraan rupabumi itu dilak-
sanakan badan. Badan yang terkait
dengan nama rupabumi itu, ya BIG.
Di BIG, kita punya pusat rupabumi
dan toponimi. Artinya, PP ini
sudah mengalir darah BIG. Hanya
kemudian ditegaskan pemerintah
karena sekarang sangat urgent sekali
nama rupabumi itu ada. Nama rupa-
bumi itu bisa dikontribusikan dari
kementerian dan lembaga dari pro-
vinsi dan kabupaten kota. kemudian
nanti berkoordinasi dengan BIG
untuk penamaan, kemudian regula-
sinya, unsur penetapan nama, prinsip
nama rupabumi, dan lain sebagainya.
Itu penegasan kembali saja. Kita
lebih fokus atau pemerintah sekarang
meng-hilight tentang nama rupa
bumi atau toponomi. Ini sebetulnya
penting, karena merefleksikan bagai-
mana Bhinneka Tunggal ITka Indo-
nesia. Satu daerah ke daerah yang lain
mesti punya latar belakang sosiologis
yang berbeda.

Misal, 17.000 pulau, belum tentu
seluruh pulau itu mempunyai nama.
Ini demi kedaulatan Indonesia juga
sehingga seluruh pulau sudah kita na-
mai. Kemudian setiap daerah kita iden-
tifikasi dan legalize. Artinya, kemudian
dilegalkan dengan peraturan mun-
cul dalam peta rupabumi kita sebagai
hal yang benar, karena selama ini kan
kadang kala masih banyak [dipenga-
ruhi] peta peninggalan Belanda. m
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Portal data.go.id disiapkan menjadi muara data seluruh Indonesia yang akan mendukung pembangunan

MENUJU DATA YANG
SATU DAN VALID

PRESIDEN MENEKEN PERPRES ATURAN SATU DATA INDONESIA.
BISA MENJADI JAWABAN ATAS KEKACAUAN TATA KELOLA DATA
PEMERINTAHAN. IMPELEMENTASINYA TIDAK MUDAH.

GATRA 3 MARET 2021



ortal data.go.id disiapkan
menjadi muara aliran data di
Indonesia. Cita-citanya, selu-
ruh data yang mendukung pem-
bangunan terpampang di situs
tersebut. Data-data yang me-
menuhi kualifikasi; akurat, valid,
dan dapat dibagi-pakaikan. Dengan begitu, tidak
ada lagi perbedaan antar instansi. Tidak ada la-
gi perbedaan antara pemerintah pusat dan daerah.
Kira-kira, begitulah harapan pemerintah. Satu Da-
ta Indonesia (SDI) akan mengatasi carut-marut tata
kelola data pemerintahan.

Akhir Juni tahun 2019 lalu, Presiden Joko
Widodo (Jokowi) meneken aturan Satu Data In-
donesia. Terbitnya aturan ini secara tak langsung
meminta tak ada lagi data-data yang berbeda anta-
ra instansi kementerian pusat dan daerah. Para
pimpinan pusat dan daerah diminta untuk meru-
muskan implementasi satu data.

Deputi IT Kantor Staf Presiden, Abetnego
Tarigan, mengatakan semangat evidence-based
policy making (EBPM) atau pengambilan kebi-
jakan berbasis data dan fakta menjadi latar da-
ri dibentuknya SDI melalui Perpres Nomor
39/2019. Pemerintah meyakini data merupakan
kebutuhan dan bagian penting dari proses
pembuatan kebijakan, mulai penyusunan,
perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi,
hingga pelaporan.

Bentuk kebijakan SDI ini, dia melanjutkan,
juga untuk membuat standar data. Ada metadata
dan ada kaidah interoperabilitas atau kemampuan
sistem atau aplikasi yang saling terhubung untuk
bekerja sama dan berinteraksi. “Jadi memang tar-
getnya besar. Perkembangannya memang belum
terkonsolidasi semuanya, tapi di kementerian-ke-
menterian itu sudah memberi standar,” pria yang
akrab dipanggil Abet itu menjelaskan kepada
GATRA, Sabtu lalu.

Kantor Staf Presiden, kata Abet, lebih banyak
menggunakan data untuk monitoring dan evaluasi.
Jadi, Abet menegaskan, program-program strate-
gis itu berasal dari data-data yang ada. “Kalau data
enggak benar, perencanaan enggak benar. Kalau
perencanaan enggak benar, pelaksanaan juga akan
bermasalah,” katanya.
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Abet menilai data berguna untuk pem-
bangunan, terutama dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Namun, polemik soal
data sempat terjadi di Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, saat tidak ada
update bantuan sosial terbaru, sehingga membuat
bantuan itu tidak tepat sasaran kepada masyarakat.
Data di DTKS ini dinilainya sangat penting, sebab
berkaitan dengan angka kemiskinan.

*hk

Perjalanan implementasi Perpres tentang
Satu Data Indonesia ternyata masih panjang. Pe-
ngumpulan ribuan data dari berbagai sektor je-
las tak mudah dan butuh waktu lama. Perlu sin-

“Jadi memang targetnya

besar. Perkembangannya
memang belum terkonsolidasi
semuanya, tapi di kementerian-
kementerian itu sudah
memberikan standar.”

Abetnego Tarigan

kronisasi, validasi, dan sebagainya agar
data yang dikumpulkan menjadi valid
juga dapat diakses dengan mudah oleh
para pengguna.

Menteri Perencanaan Pem-
bangunan Nasional (PPN)/Ke-
pala Bappenas, Suharso
Monoarfa, mengatakan
kepada GaTRrA bahwa se-
karang ini pihaknya
sudah menyiapkan \
rencana aksi Satu
Data Indonesia pe-
riode 2020 hing-

dalam
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REFERENSI ATAU DATA INDUK

PEMANFAATAN DATA
MENURUT PERPRES
NO. 39/2019

(Sumber: Bappenas)

penyediaan fondasi dan aktivasi Satu Data Indonesia.
Sehingga diturunkanlah Peraturan Presiden
Nomor 39 Tahun 2019 itu ke dalam petunjuk teknis
penyelenggara dan penyelenggaraan Satu Data
Indonesia sebagai petunjuk teknis dan standar data.
“Kita sudah susun pedoman bagaimana si pe-
nyelenggara dan penyelenggaraan Satu Data In-
donesia dalam rangka untuk menjadi acuan bagi

rrrrr = [l MEMILIKI METADATA

i
L B MEMENUHI KAIDAH
INTEROPERABILITAS DATA

+/ PERENCANAAN PEMBANGUNAN
+/ EVALUASI PEMBANGUNAN
+/ PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

baga yang bertanggung jawab agar data-data yang
dihasilkan akurat, valid, dan dapat dibagi-pakaikan.
Terdiri dari Kementerian Keuangan, Badan Pusat
Statistik dan Badan Informasi Geospasial.
Nantinya, data yang ditampilkan dalam web-
site adalah data-data yang bisa dibagi-pakaikan da-
lam bentuk angka atau persentase saja. Artinya, akan
ada data yang bisa diunduh, tetapi ada juga data

Presiden Joko Widodo meneken aturan Satu Data
Indonesia. Terbitnya aturan ini secara tak langsung
meminta, tak ada lagi data-data yang berbeda antara

instansi kementerian pusat maupun daerah.

stakeholder dalam mengimplementasikan Satu Data
Indonesia di instansinya masing-masing,” ucapnya.
SDI yang menjadi semangat pemerintah
untuk mengatasi persoalan tata kelola data ini
memiliki tingkat kerumitan yang tinggi dalam
pelaksanaannya. Meski tidak mudah, secara kelem-
bagaan, SDI sudah memiliki struktur yang bisa di-
katakan cukup kuat. Di tingkat pusat, ada tiga lem-

GATRA 3 MARET 2021

yang bersifat tertutup seperti data pribadi. “Misal-
nya angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan
sebagainya. Ttu bisa dibagi-pakaikan. Kalau data
yang bersifat pribadi seperti alamat, nama dan lain-
nya, itu kan privasi ya,” ucap Staf Ahli Menteri PPN
Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Oktorialdi.
Untuk menjaga agar data itu menjadi valid
dan akurat, ada standar formatyang harus dipenuhi



oleh para produsen data. Pada tahap perencanaan,
kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ha-
rus membuka data-data yang mereka miliki. Ini di-
maksudkan agar data tersebut bisa dibahas di dalam
forum data bersama dengan pihak-pihak terkait,
walidata, dan juga dewan pembina.

Setelah melalui forum, data-data tersebut di-
pilih mana saja yang menjadi prioritas. Lalu wali-
data di tiap daerah, kementerian, dan lembaga me-
ngumpulkan semua data itu. Di sisi lain, data yang
terkumpul adalah data yang telah diketahuimzetadata-
nya, keterangan tentang data secara rinci. Lalu ada
juga interoperabilitas atau bisa dibagi-pakaikan.

Oktorialdi, yang juga menjabatsebagai Koor-
dinator Sekretariat SDI, menyatakan data yang
terkumpul nantinya juga akan disamakan kode
referral-nya. Selama ini kode tersebut berbeda di
tiap provinsi dan pusat, padahal datanya sama. Mi-
salnya soal kemiskinan. “Itulah yang harus disepa-
kat dan disamakan, sehingga nanti kalau kita bica-
ra di DKI Jakarta, maka kode ini harus sama dan
linear antara data dan kodenya,” ucapnya.

Bagi Oktorialdi, Perpres satu data ini adalah
tata kelola data yang memberikan harapan jika In-
donesia ke depan mempunyai data yang satu dan
bisa dipakai di semua lini, di tingkat pusat hingga
daerah. Oktorialdi berharap, dalam waktu dekat
progress SDI ini akan terlihat. Ia optimistis, pada

2024 semua data yang ada sudah terkumpul dan
terstandardisasi.

Soal lamanya implementasi Satu Data In-
donesia, ia meminta publik bersabar. Oktorialdi
membandingkan dengan Thailand. Menurutnya,
negara yang tidak sebesar Indonesia itu saja mem-
butuhkan waktu lima tahun untuk bisa membuat
program satu datanya berjalan dengan stabil.

Disisi lain, aplikasi SDI juga sedang dalam ta-
hap perkembangan. Beberapa yang menjadi masa-
lahnya adalah bahwa setiap kementerian, lembaga
dan daerah sudah mempunyai aplikasinya masing-
masing. “Jadi setiap aplikasi itu diproduksi sesuai
keinginan unitnya. Nah, data yang satu belum
nyambung dengan yang lain,” tuturnya.

SDI ini pun nantinya akan berkembang
seiring dengan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE). Bagi Oktorialdi, SDI dengan
SPBE seperti dua sisi koin yang akan berjalan
beriringan. “Dewan pengarah itu kan ada tujuh,
sama-sama tujuh di SDI maupun di SPBE.
Bedanya adalah di SPBE lima kementerian yang
sama dengan SDI, sedangkan dua lainnya ada
BSSN dan BPPT untuk keamanan data di SPBE.
Kalau di SDI kan dua lembaga lainnya ada BPS
dan BIG,” pungkasnya.m

HIDAYAT ADHININGRAT P.,
ERLINA FURY SANTIKA, DAN M. GURUH NUARY

KETERHUBUNGAN

ooooooooooo

-----------

FORUM SDI PUSAT DENGAN DAERAH

FORUM SDI PUSAT DAN DAERAH BERSINERGI DALAM
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

FORUM SDI PUSAT MENETAPKAN ARAHAN DARI <« ccececccose :
DEWAN PENGARAH YANG KEMUDIAN DIDUKUNG s
OLEH FORUM SDI DAERAH

FORUM SDI PUSAT MENYEPAKATI DATA PRIORITAS
YANG JADI ACUAN FORUM SDI DAERAH
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(Sumber: Bappenas)
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Portal jakartasatu.jakarta.go.id yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKl Jakarta

MERAJUT
SATU DATA
NUSANTARA

SATU DATA INDONESIA MERANGKUM
DATA DI TANAH AIR SECARA HOLISTIK
ANTARA PUSAT DAN DAERAH. SECARA
KELEMBAGAAN TERBENTUK FORUM
DATA DENGAN WALIDATA TIAP DAERAH.
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akarta Satu. “Satu Peta, Satu Data, Satu
Kebijakan”. Tuagline ini terpampang
di halaman muka portal jakartasatu.
Jakarta.go.id. Portal ini berisi simpul ja-
ringan spasial yang mencakup semua data
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
di bawah kendali Pemerintah Provinsi
(Pemprov) DKI Jakarta. Di dalamnya
termasuk juga peta geospasial Jakarta.
Seperti peta rencana kota, peta informasi banjir, dan
peta batas administrasi indikatif. Juga Galeri peta te-
matik Jakarta. Semua orang dapat menjelajahi peta
di portal ini secara interaktif melalui aplikasi web
Geographic Information System (GIS).

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan
Statistik (Kominfotik) Pemprov DKI Jakarta, Atika
Nur Rahmania, menjelaskan implementasi Satu
Data di DKI Jakarta dilakukan melalui pemben-
tukan Pusat Data Daerah, pembangunan portal
Jakarta Satu Data, serta penyusunan arsitektur



dan blue print Sistem Pemerintahan Berbasis Elek-
tronik (SPBE) Pemerintah Daerah. “Data di-
masukkan dalam portal Informasi website resmi
jakarta.go.id, portal data.jakarta.go.id, mobile apps
JAKI, dan portal GeoSpasial jakartasatu.jakarta.
go.id,” kata Atika kepada GATRA.

Targetnya, mewujudkan keterbukaan infor-
masi yang menopang akuntabilitas, partispasi, dan
transparansi penyelenggaraan pemerintahan di
Provinsi DKI Jakarta. Impelementasi ini sesuai de-
ngan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 6 Ta-
hun 2020 tentang Pengumpulan dan Pertukaran
Data Elektronik di Lingkungan Pemprov DKI
Jakarta. “Program Satu Data di Pemprov DKI Ja-
karta bersumber dari APBD dan dialokasikan me-
lalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Di-
nas Kominfotik,” Atika menerangkan.

Program Satu Data juga digulirkan Pemprov
Jawa Tengah (Jateng). Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Pemprov Jateng, Riena

ta, sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah,”
ujar Riena.

Rienamengungkapkan, peran dan keterlibatan
pemerintah daerah dalam implementasi Satu Data
Indonesia adalah menyusun regulasi, menyusun
kelembagaan, menyelenggarakan Forum Satu Da-
ta. “Termasuk membentuk sekretariat satu data,
menyusun rencana aksi, menyiapkan SDM penge-
lola satu data, dan menyiapkan infrastruktur satu da-
ta,” ia menguraikan.

Infrastruktur yang disiapkan, menurut Riena,
adalah jaringan fiber optik ke seluruh organisasi pe-
rangkat daerah (OPD) di Pemprov Jateng. Menyiap-
kan server dan kelengkapan Data Center Kominfo
Jateng, jaringan internet, dan integrasi jaringan fiber
optik dengan jaringan kabupaten dan kota. Anggaran
program Satu Data yang disiapkan untuk tahun 2021
sebesar Rp1,9 milyar. “Anggaran berasal dari APBD
Jateng. Anggaran senilai Rp1,9 milyar ini termasuk
untuk pembangunan big data,” kata Riena.

“Program Satu Data di Pemprov DKI Jakarta bersumber
dari APBD dan dialokasikan melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kominfotik.”

Retnaningrum, mengatakan bahwa Pemprov Ja-
teng akan menyusun kelembagaan Satu Data Indo-
nesia (SDI) setelah menerbitkan pergub tentang
Satu Data Jawa Tengah. Beleid yang masih dalam
proses ini merupakan pengganti Pergub Nomor
52 Tahun 2016, tentang Single Data Sistem untuk
Pembangunan di Jawa Tengah.

Pemprov Jateng, Riena melanjutkan, juga su-
dah melakukan integrasi portal data Jateng, yakni
data.jatengprov.go.id, dengan portal data Indonesia,
data.go.id. Juga melakukan integrasi portal data Ja-
teng melalui data.jatengprov.go.id dengan portal
data kabupaten dan kota se-Jawa Tengah. “Kelem-
bagaan program Satu Data di Jateng terdiri atas
forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi dan
forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/ko-

Atika Nur Rahmania
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Sebagai informasi, program Satu Data
Indonesia dimulai ketika Presiden Joko Widodo
(Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 39 Tahun 2019, tentang Sa-
tu Data Indonesia pada 12 Juni 2019 silam. Da-
lam aturan tersebut, penyelenggara Satu Data
Indonesia dilakukan oleh pembina data tingkat
daerah, walidata tingkat daerah, walidata pendu-
kung, dan produsen data tingkat daerah.

Sebelum beleid ini lahir, pemerintah telah
melakukan percontohan di tujuh kementerian,
lembaga dan pemerintah daerah. Di pusat, misal-
nya, percontohan dilakukan di Kementerian Pe-
rencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Di tingkat daerah diujicobakan di Provinsi DKI Ja-
karta, Kota Bandung,(Jawa Barat) dan Kabupaten
Bojonegoro (Jawa Timur). Kemudian Kota Sema-
rang (Jawa Tengah), Kota Banda Aceh (Aceh), ser-
ta Kota Mojokerto (Jawa Timur), dan Kota Ponti-
anak (Kalimantan Barat).

Staf ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Bi-
dang Pemerataan dan Kewilayahan, Oktorialdi,
menjelaskan bahwa perpres satu data adalah tata
kelola data yang memberikan harapan agar Indo-
nesia ke depan mempunyai data yang satu dan bisa
dipakai di semua lini. Baik di tingkat pusat maupun
daerah. “Kalau sekarang banyak data itu berbeda-
beda antarkementerian atau daerah dan lain-lain.
Jadi website itu akan ke sana arahnya, platform data
yang akurat dan dapat dibagi-pakaikan,” ujarnya
kepada GATRA.

Di sisi lain, aplikasi Satu Data Indonesia ju-
ga sedang dalam tahap perkembangan. Karena
setiap kementerian, lembaga dan daerah hampir
semuanya sudah mempunyai aplikasi masing-
masing. “Jadi setiap aplikasi itu diproduksi sesuai
keinginan unitnya. Nah, data yang satu belum
nyambung dengan yang lain, inilah kemudian ada-
nya SDI (Satu Data Indonesia). Kalau dari data cen-
ter,jaringan dan aplikasi sudah bagus, makakita bisa
membuat big data pemerintah,” ucap Oktorialdi.

Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia
ini menyebut portal data.go.id akan menjadi muara
final dari Satu Data Indonesia. Meski demikian,
Pemerintah tidak melarang Kementerian ataupun
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daerah memiliki data sendiri. “Kan sudah banyak
juga, seperti data kesehatan dan data ketenagaker-
jaan,” ujarnya.

Data yang akan ditampilkan dalam data.go.id
merupakan data yang bisa dibagi-pakaikan dalam
bentuk angka atau persentase. Data tersebut dapat
diunduh, namun untuk data bersifat pribadi akan
bersifat tertutup. “Misalnya angka kemiskinan, per-
tumbuhan ekonomi, dan sebagainya bisa dibagi-
pakaikan, tapi data pribadi seperti alamat, nama,
dan lainnya privasi ya. Nant juga akan ada undang-
undang tentang data ini,” Oktorialdi memaparkan.

Data yang terkumpul ini, Oktorialdi melan-
jutkan, nantinya akan disamakan kode referral-nya.
Kode yang selama ini berbeda di tiap provinsi dan
pusat, padahal datanya sama soal kemiskinan. “Itulah
yang harus disepakati dan disamakan, sehingga nanti
kalau kita bicara di DKI Jakarta, maka kode ini harus
sama dan linear antara data dan kodenya,” ucapnya.

Oktorialdi menjelaskan, dalam implementasi
Satu Data Indonesia, di tingkat pusat ada tiga lem-
baga yang bertanggung jawab agar data-data yang
dihasilkan akurat, valid, dan dapat dibagi-pakaikan.
Yakni Kementerian Keuangan, Badan Pusat Sta-
tistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasial
(BIG). Strukturnya, diposisi paling atas ada Dewan
Pengarah. “Di bawahnya ada forum, di situ ada tiga
pembina data, BPS terkait jenis data statistik, ke-
mudian data spasial itu ada dari BIG, mereka ahli
di situ. Ketiga ada Kementerian Keuangan, khusus
keuangan dalam arti bukan hanya APBN, tetapi ju-
ga APBD,” katanya.

Dalam waktu dekat progres Satu Data Indo-
nesia akan terlihat. Oktorialdi optimistis, semua
data yang ada ini akan terkumpul dan sudah ter-
standardisasi pada 2024. Menurutnya, hal itu tidak
mudah dilakukan. Ia mencontohkan, Thailand —
yang negaranya tidak sebesar Indonesia—membu-
tuhkan waktu lima tahun dalam program satu da-
tanya. “Ya, bayangkan saja kalau kita bicara walidata,
itu di pusat dan daerah [total] ada sekitar 600 walidata
yang harus kita samakan persepsinya mengenai apa
itu prinsip data, apa itu standar data, apa itu metadata,
dan interoperabilitas serta lainnya,” ujarnya.

Karena itu, Okto melanjutkan, tak menghe-
rankan jika Menteri BUMN Erick Thohir juga
ikut andil untuk menginstruksikan PT Telkom In-



“Kalau sekarang
banyak data itu
berbeda-beda
antarkementerian
atau daerah dan
lain-lain. Jadi
website itu akan
ke sana arahnya,
platform data
yang akurat dan
dapat dibagi-
pakaikan.”

Oktorialdi

donesia (Telkom) membantu lancarnya program
Satu Data Indonesia. Telkom adalah salah satu
perusahaan dengan pengolahan data yang bagus
dan cermat. Selain dengan Telkom, dibuka pula
peluang kerja sama, terutama dalam pengelolaan
big data dengan pihak lain. “Kita juga terbuka jika
ada masyarakat atau swasta yang ingin kerja sama
dengan kita dalam hal mengelolanya. Dengan
Bank BRI sedang dalam proses. Kita juga bisa kerja
sama dengan PLN, bagaimana elektrifikasi seluruh
daerah seperti apa,” ia menambahkan.

Vice President Corporate Communication
Telkom, Pujo Pramono, menjelaskan Telkom
mendukung program Satu Data Indonesia melalui
penyediaan infrastruktur dan platform digital.
Yakni, dalam hal data center dengan kapasitas
mampu menampung data yang dibutuhkan, sis-
tem komputasi (cloud system)dan big data untuk
pengolahan datanya. Juga platform Artificial
Intelligence serta sistem keamanannya.

Dalam hal ini, Pujo melanjutkan, BigBox me-
rupakan solusi big data analytics yang dihadirkan
Telkom untuk program Satu Data Indonesia.
BigBox adalah bagian dari fokus bisnis digital yang
tengah Telkom kembangkan, khususnya dalam
rangka mengakselerasi pengembangan platform
digital, sejalan dengan transformasi Telkom men-
jadi perusahaan telekomunikasi digital.

Big Box,diyakini Pujo, akan mampu meme-
nuhi semua hal yang tercantum dalam kebutuhan
Satu Data Indonesia. Mulai lingkungan data yang
terintegrasi dan mudah diakses, pengolahan da-
ta, serta analitik yang akurat dan dapat dipertang-
gungjawabkan. “Sampai menghasilkan insight
untuk pengambilan keputusan serta API (appli-
cation programming interface) marketplace yang me-
mudahkan data dibagi-pakaikan,” ujarnya. m

BIRNY BIRDIENI,
INSETYONOTO (SEMARANG), M. GURUH NUARY,
WAHYU WACHID ANSORY, DAN MUHAMMAD ALMER SiDQI
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Satu Data Indonesia bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat digunakan antar-instansi Pusat dan Daerah

‘ adirnya Satu Data Indo-
nesia (SDI) merupakan

upaya pemerintah dalam

memperbaiki dan me-

ningkatkan kualitas tata

kelola data. Persoalan si-

nergi antarlembaga yang

terlibat dalam program SDI menjadi langkah pen-

ting sebagai percepatan implementasi program.

Pasalnya, SDI memiliki kompeleksitas yang cukup

rumit dalam pelaksanaannya. Meski tidak mudah,
secara kelembagaan, SDI sudah memiliki struktur
SATU DATA INDONESIA MENJADI ASA DI yang bisa dikatakan cukup kuat.

TENGAH CARUT MARUTNYA PERSOALAN Di tingkat pusat, ada tiga lembaga yang ber-
DATA. DIBUTUHKAN SINERGITAS DARI tall%%ggng éawabdéiaf @1 Y?ﬁlg d&{l_asﬂlkanbakur?t’

valid, dan apat 1 ag1—pa alKkan. 1ga em aga 1tu
PUSAT HINGGA DAERAH. masing-masing Kementerian Keuangan (Kemen-
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keu), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Infor-
masi Geospasial (BIG).

“Strukturnya ini paling atas ada dewan pe-
ngarah, di bawahnya ada forum. Di situ ada tiga
pembina data, BPS yaitu jenis data statistik, ke-
mudian data spasial ada dari BIG. Ketiga ada Ke-
menkeu, khusus keuangan dalam arti bukan hanya
APBN, tetapi juga APBD,” kata Staf Ahli Menteri
PPN/Kepala Bappenas Bidang Pemerataan dan
Kewilayahan, Oktorialdi, kepada GATRA.

Data yang nantinya ditampilkan dalam website
SDI, data.go.id, adalah data-data yang dapat dibagi-
pakaikan dalam bentuk angka atau persentase. Ada
data yang dapat diunduh, ada juga data tidak dapat
diunduh karena bersifat pribadi. “Seperti angka
kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya.
Itu bisa dibagi-pakaikan. Kalau data yang bersifat
pribadi seperti alamat, nama dan lainnya itu kan
privasi. Nanti juga akan ada undang-undangnya
tentang data ini,” Oktorialdi menerangkan.

Nantinya, data.go.id akan menjadi muara fi-
nal SDI. “Kita tidak melarang kementerian atau-
pun daerah mempunyai data sendiri, kan sudah
banyak juga seperti data kesehatan, data ketena-
gakerjaan. Tapi kalau ini sudah jadi data priori-
tas nasional, maka harus bisa dibagi-pakaikan dan
harus selaras dan sama baik pusat ataupun di dae-
rah,” ia menambahkan.

Tentang bagaimana memproses data agar
valid dan akurat, Oktorialdi menjelaskan bahwa
ada standar format yang harus dipenuhi oleh para
produsen data. Pertama, sistem perencanaan. Ke-
menterian, lembaga, dan daerah harus membuka
data-data yang ada dan mereka miliki agar dibahas
bersama di dalam forum data. Pembahasan meli-
batkan pihak-pihak terkait, yakni walidata dan juga
dewan pembina.

Setelah melalui forum data, Oktorialdi me-
lanjutkan, barulah menentukan data mana saja
yang menjadi prioritas. Berikutnya walidata di tiap
daerah, kementerian, dan lembaga mengumpulkan
semua data itu. Di sisi lain, data yang terkumpul
adalah data yang telah diketahui mzetadata-nya ber-
isi keterangan tentang data secara rinci. Lalu inter-
operabilitas atau bisa dibagi-pakaikan.

Oktorialdi,yangjuga Koordinator Sekretariat
SDI, menyatakan bahwa data yang terkumpul akan

disamakan kode referral-nya. Selama ini, kode 7e-
ferral di tiap provinsi dan pusat berbeda, padahal
datanya sama soal kemiskinan. “Itulah yang harus
disepakati dan disamakan, sehingga nanti kalau kita
bicara di DKI Jakarta, maka kode ini harus sama
dan linier antara data dengan kode,” ucapnya.

Bagi Oktorialdi, SDI adalah tata kelola data
yang memberikan harapan jika Indonesia ke depan
mempunyai data yang satu dan bisa dipakai di se-
mua lini di tingkat pusat hingga daerah. Pasalnya,
sekarang masih banyak data berbeda-beda antar-
kementerian atau daerah dan lain-lain. “Jadi website
itu akan ke sana arahnya, platform data yang akurat
dan dapat dibagi-pakaikan,” ujarnya.

Meski butuh waktu, Oktorialdi optimistis da-
lam waktu dekat progres SDI ini akan terlihat dan
pada 2024 semua data yang ada akan terkumpul ser-
ta sudah terstandarisasi. “Ya bayangkan saja kalau
kita bicara walidata, itu di pusat saja ada sekitar 80-
an walidata, belum lagi provinsi ada 34 walidata.
Belum lagi kabupaten/kota yang 514 daerah, jadi
ada sekitar 600 walidata yang harus kita samakan
persepsinya mengenai apa itu prinsip data, apa itu
standar data, apa itu metadata dan interoperabilitas
serta lainnya,” ia memaparkan.

Belum lagi walidata pendukung, tiap daerah
kabupaten dan kota yang memiliki dinas. Jika di-
hitung di tiap dinas di daerah, sudah pasti ada
ribuan. Tak mengherankan, Oktorialdi meng-
ungkapkan, jika Menteri BUMN Erick Thohir
ikutandil menginstruksikan PT Telkom Indonesia
(Telkom) membantu lancarnya program SDI.
Apalagi, Telkom adalah salah satu perusahaan de-
ngan pengolahan data yang bagus dan cermat.

Oktorialdi menambahkan, SDI juga dapat
bekerja sama dengan PLN tentang bagaimana
elektrifikasi seluruh daerah sepert apa. Sedangkan
dengan pihak Bank BRI, kerja samanya sedang da-
lam proses. Sementara itu, data center-nya sedang di-
bangun Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kominfo). “Infrastruktur jaringan itu ada istilah
until the last mile. Jadi nanti hingga ke dusun dan desa
terpencil harus sudah 4G jaringannya,” imbuhnya.

Di sisi lain, aplikasi SDI juga sedang dalam
tahap perkembangan. Karena setiap kementerian,
lembaga, dan daerah hampir semuanya sudah
mempunyai aplikasi. “Jadi setiap aplikasi itu dipro-
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Oktorialdi

duksi sesuai keinginan unitnya. Nah, data yang satu
belum nyambung dengan yang lain inilah kemudian
adanya SDI. Kalau dari data centerjaringan dan apli-
kasi sudah bagus, maka kita bisa membuat big data
pemerintah,” tuturnya. SDI juga kan berkembang
seiring dengan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE).

*kk

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi
Statistik BPS, Imam Mahdi, menjelaskan bahwa
penerapan SDI di BPS sudah terpadu. Dari proses
perencanaan, desain, membangun sistem aplikasi,
pengumpulan data analysis, ssmpai diseminasi su-
dah terpadu menjadi satu kesatuan proses.

BPS, Imam melanjutkan, juga sudah didu-
kung sistem teknologi informasi (TT) sebagai sis-
tem infrastruktur statistik yang sistemnya meng-
hubungkan dari pusat sampai ke kantor BPS
provinsi dan kabupaten/kota. “Jadi proses pe-
ngumpulan data dari lapangan itu langsung masuk
ke data center di pusat,” katanya kepada GATRA.

Selama ini menurut Imam, permasalahan
tumpang tindih data harus dibenahi bersama-sa-
ma. Bahwa ada perbedaan itu disebabkan karena
saat ini Indonesia belum memiliki tata kelola data
yang terpadu. Diungkapkan Imam, Peraturan Pre-
siden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang SDI
menjadi kebijakan tata kelola data secara nasional
supaya dalam membangun data ini menjadi terpadu.
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Setelah data internal stakeholder sudah bagus,
diharapkan bisa berbagi pakai dengan instansi
lain dengan kementerian, lembaga, pemerintah
daerah dan lainnya. “Hal itulah yang menjadi
pekerjaan rumah bersama di mana cakupannya
sangat besar secara nasional sehingga masih
diperlukan waktu,” ucapnya.

*kk

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika (Diskominfo) Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY), Rony Primanto, menjelaskan
bahwa DIY merupakan salah satu daerah yang
menjadi pilot project SDI. “Saat ini SDI sudah mu-
lai dijalankan dan data sudah terintegrasi di server
Dinas Kominfo untuk pelaksana kegiatan pemba-
ngunan di DIY, dengan data pribadi e-K'TP sebagai
basis data,” kata Rony saat dihubungi GATRA.

Diungkapkan Rony, ada 40%-50% aplikasi
layanan publik di Pemda DIY yang terintegrasi
ke SDI. Pemda DIY kini tengah memulai tahap
teknis dengan menyatukan berbagai macam data
kependudukan sebagai data dasar untuk mengelola
aplikasi lain. Bahkan, pemda telah memiliki pusat
data untuk mengelola semua aplikasi layanan pub-
lik. DIY juga telah memiliki sistem jaringan fiber
optic sepanjang 400 kilometer.

Kemudian, soal sumber daya manusia
(SDM), Rony menyatakan Pemda DIY sedang
meningkatkan kompetensi SDM. Digunakan pula
tenaga outsorcing untuk membantu pengembangan
aplikasi danlayanan publik berbasis TI. Kendalanya
saat ini, banyak aplikasi yang telah dikembangkan
lebih dulu oleh OPD sebelum ada SDI. “Mereka
harus mengintegrasikan, mengulangi (sistem apli-
kasi), dan menyesuaikan dengan aplikasi berbasis
e-K'TP,” katanya.

Rony juga mengakui masih ada pebedaan
data dan kondisi di lapangan, seperti data ban-
tuan sosial atau bansos. “Bansos itu dulunya
mungkin pendataannya tidak pakai e-K'TP. Ba-
nyak NIK belum sesuai atau belum terdaftar,” ia
membeberkan. Karena itu, Pemda DIY menar-
getkan, tahun depan semua aplikasi dapat terinte-
grasi ke SDI. “Selanjutnya kami akan ajak aplikator
swasta untuk mengintegrasikan aplikasi berbasis
data kependudukan sehingga nanti jadi big data un-



tuk berbagai keperluan,” tuturnya.

Pengamat kebijakan publik Trubus
Rahadiansyah menjelaskan, masih terjadinya ca-
rut-marutnya persoalan data dipengaruhi oleh da-
ta sektoral di kementerian dan lembaga yang ma-
sing-masing datanya kerap berbeda. Misalnya, data
mengenai penduduk miskin bisa berbeda di Ke-
menterian Sosial dan Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian. “Kita menggagas satu pin-
tu, satu data. Namun, sampai sekarang itu belum
berjalan optimal. Data di pusat dan daerah pun tu-
rut berbeda,” kata Trubus kepada GATRA.

Karena itu, menurut Trubus, regulasi dan
undang-undang mengenai satu data penting un-
tuk segera digarap secara cermat. Gara-gara kedo-
doransoal data, misalnya, pemerintah luput meng-
akomodasi jaring pengaman sosial dalam bentuk
bansos. “Harusnya seseorang itu menerima bansos
jadi tidak menerima. Ada yang menerima dobel-
dobel, ada yang sudah meninggal atau berpindah
tempat,” ujarnya.

Diungkapan Trubus, jika dibiarkan berlarut-
larut, persoalan data akan menjadi bom waktu
yang boleh jadi lebih mematikan, utamanya da-
lam konteks disain pembangunan di masa depan.
Misalnya, dalam mengentaskan persoalan kemis-
kinan. Apalagi Indonesia, kata Trubus, mau mem-
proyeksikan Indonesia Emas tahun 2045 menda-
tang, dan hal itu bakal mandul belaka tanpa ada
data yang terpadu.

Namun, diakui Trubus, mewujudkan satu
data bukan perkara mudah. Untuk mencapai itu,
setidaknya pemerintah perlu melakukan pembe-
nahan yang signifikan di beberapa sektor. Trubus
menyebut setidaknya terdapat tiga poin, yakni in-
frastruktur, SDM, dan kebijakan. Diungkapan
Trubus, persoalan infrastruktur, terkait internet.
“Misalnya, tidak semua daerah di Indonesia me-
miliki kapasitas internet yang memadai, apalagi
di wilayah 3T (tertinggal, terluar, terdepan),”
ujarnya.

Berikutnya, soal SDM yang minim
menjadi faktor kendala lainnya. Menurut
Trubus, banyak aparatur sipil negara
(ASN) yang gagap teknologi. “Di
sisi lain, pekerjaan ASN di banyak
daerah juga tidak terintegrasi
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dengan digital. Itu belum terhitung persoalan
kompetensi ASN yang tidak memadai,” ucapnya.
Dalam catatan Trubus, baik di daerah mau-
pun pusat, rekrutmen ASN masih diwarnai KKIN
(korupsi, kolusi, dan nepotisme) sehingga profil
ASN yang profesional dan berwawasan digital ter-
bilang sedikit. Terakhir atau poin ketiga yang perlu
dibenahi adalah persoalan kebijakan. “Kebijakan
di tiap daerah, misalnya, berbeda. Sehingga dibu-
tuhkan political will untuk membuat data yang reli-
able dan punya validitas yang baik,” ujarnya.
Menurut Trubus, pembenahan di sektor ke-
bijakan menjadi tugas berat pemerintah pusat dan
daerah, mengingat saat ini kolaborasi antara pusat
dan daerah terkait data masih terbilang lemah. Mi-
salnya, seringkali timbul permasalahan pada da-
ta masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.
Baik perbatasan desa, kabupaten, dan kota. “Ja-
ngankan dalam negeri, luar negeri pun sama. Ba-
nyak penduduk kita yang ber-KTP Malaysia, dan
sebaliknya,” ia menerangkan. m
GANDHI ACHMAD,
M. GURUH NUARY, WAHYU WACHID ANSHORY,
M. ALMER SIDQI, DAN ARIF KOES HERNAWAN (YOGYAKARTA)
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SUHARSO MONOARFA

KITA PERLU DATA
YANG BERINTEGRITAS

PEMERINTAH GENJOT PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
SATU DATA INDONESIA. MASIH TERKENDALA

MASALAH TEKNIS DAN NON-TEKNIS. DIPERLUKAN UNTUK
PENYUSUNAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI.

eraturan Presiden
(Perpres) Nomor 39
Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia
menjadi landasan
hukum dalam per-
baikan tata kelola
data di Indonesia. Keberadaan beleid
ini ditujukan agar pemerintah dapat
mengumpulkan data dalam satu pintu
yang akurat, mutakhir, terpadu, serta
mudah diakses.

Sebagai implementasinya, pe-
merintah membentuk Sekretariat
Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional (PPN)/Kepala Badan Pe-
rencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas), Suharso Monoarfa,
menjadi Kepala merangkap anggota
Dewan Pengarah Satu DataIndonesia
(SDI). SDI akan mengintegrasikan
data yang dimiliki instansi pemerintah
pusat dan daerah.

Pelaksanaan Satu Data ini
mensyaratkan sinergitas dan kola-
borasi yang harmonis dari semua
instansi. Kepada tim GATRA, Suhar-
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so menceritakan tentang seluk be-
luk tata kelola data sesuai amanat
Perpres Nomor 39 Tahun 2019.
Mulai keinginan pemerintah soal
ketunggalan data hingga keingin-
an untuk memudahkan rakyat men-
dapatkan informasi seputar daerahnya
tentang luas sawah, hasil panen, dan
lain sebagainya. Wawancara yang
berlangsung hampir satu jam dilaku-
kan secara virtual Kamis dua pekan la-

lu. Berikut petikannya:

Bagaimana latar belakang ide
Satu Data Indonesia ini?

Data diIndonesiaitu kan sesuatu
yang mewah, dan kita memerlukan
data yang qualified. Mengapa kita
butuh data yang qualified dan apa data
yang qualifiedita? Tentuyang pertama
data itu kredibel, punya integritas,
relevan, kemudian diperoleh de-
ngan cara yang benar. Jadi bisa diper-
tanggungjawabkan secara saintifik.
Misalnya ada pertumbuhan ekonomi
5%, apa dasarnya? Bagaimana cara
menghitungnya?

Misalnya, bisa dikatakan laju

penduduk miskin ini ekstrem dan
lain sebagainya. Hal-hal itu yang
sering didistribusikan dengan ang-
ka. Angkanya sekian kemudian di-
sebut pertumbuhan ekonomi 5%,
kemiskinan 7%. Tapi angka-angka
dasar itu mengandung informasi yang
kita perlukan dalam rangka menyusun
sebuah kebijakan. Jadi kebijakan itu
memang harus disusun berdasarkan
evidence-based policy (kebijakan
berbasis bukti).



Seberapa krusial penggunaan
data sebagai dasar pengambilan
kebijakan?

Jadi, evidence-based itu perlu
sekali. Informasi itu efektif dilapangan
dan diperoleh dari data dan fakta yang
benar. Sehingga, analisisnya benar,
diagnosisnya benar, dan opsi policy
yang ditawarkan adalah opsi-opsi
yang menjadikannya pas. Kalau ambil
opsi A, akibatnya ini, keuntungannya
itu, kerugiannya di sini, mitigasinya

seperti apa dan bagaimana.

Jadi penting sekali data itu dan
harus sinkron. Kalau kita sebut kemis-
kinanituharussatuangkadan datanya.
Begitu juga, misalnya produksi padi,
jumlah beras. Begitu datanya satu,
Kementerian Perdagangan dan Bulog
memegang angka yang sama. Itu
pentingnya satu data, itu yang saya
sebut data yang berintegritas.

Bukankah masalah data yang
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tidak sinkron ini juga terjadi di
daerah?

Ttulah sebenarnya yang melatar-
belakangi mengapa pemerintah me-
merlukan apa yang kita sebut One
Single Data atau ketunggalan data
yang akurat, mutakhir, terpadu, da-
pat dipertanggungjawabkan, mudah
diakses dan ada istilah dapat dibagi-
pakaikan, interoperability (interopera-
bilitas). Jadi, metadata ini dapat dipakai
di mana-mana. Baik di instansi pusat,
maupun di daerah. Tentu ini harus ada
prinsip-prinsip dasar yang dipakai.

Data ini banyak dan pastinya
akan rumit. Bagaimana Satu Data
Indonesia dapat menguraikan ke-
rumitan ini?

Data yang diperoleh itu harus
melalui suatu proses. Ada pengujian
yang memastikan data itu telah
memenuhi standar data, memiliki
metadata, memenuhi kaidah inter-
operability. Kemudian ada data induk-
nya, sehingga orang mudah untuk
melakukan akses.

Soal data tentang jumlah orang
yangsakitmalariadidaerahyangsudah
tereliminasi malaria dalam tiga tahun
terakhir, misalnya. Data yang dicari
adalah berapa orang, lalu bagaimana
dia terjangkit. Kemudian bagaimana
proses preventif, promotifnya juga
jalan. Kemudian data dikumpulkan.
Kemudian diuji coba, diperiksa.

Produsen data ada banyak.
Bagaimana bisa tahu bahwa data
tersebut valid?

Memang ada pihak yang jadi
produsen data, punya otoritas untuk
produksi data. Tapi kalau semua-
nya ada di daerah, menurut saya,
sebenarnya daerah itu haruslah pro-
dusen data yang benar. Jadi, apalagi
otonomi daerah itu kuat sekali, harus-
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nya hanya 6,6% saja data yang ada di
pemerintah pusat.

Kalau kita mau tahu jumlah
murid sekolah di sebuah kabupaten,
bahkan mungkin di satuan kecamatan,
[data] itu harusnya ada di kabupaten.
Nanti baru ditarik ke tingkat nasional.
Tapi kan yang sering terjadi adalah data
nasional yang ada baru kabupatennya
bertanya, lalu enggak benar. Seperti
data kemiskinan yang dipakai D'TKS
alias Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial, eh tiba-tiba datanya terjadi
exclusion ervor (salah pengecualian).

Exclusion ervor itu artinya orang
yang tidak patut untuk disantuni atau
mendapatkan bantuan justru men-
dapatkan. Tapi orang-orang yang
tidak terdaftar malah justru harusnya
yang mendapat. Begitulah kira-kira.

Apakah data yang dikumpul-
kan itu bisa diakses semua orang?

Memang standarnya di meta-
data. Maksudnya metadata itu begini,
contohnya jumlah orang di sebuah
kecamatan ada 20 ribu atau 30 ribu
orang, yang 8 ribu-nya miskin. Nah,
ini metadata. "T'api mengenai siapa
orang-orangnya, itu sudah data spesi-
fik dan tidak bisa sembarangan orang
memakai akses itu. Kalau itu dipakai
semua orang, kan enggak baik juga.
Saya kira, itu nanti akan ada akses
khusus.

Jadi memang ada yang sifatnya
bisa dibagi, ada juga yang tidak.
Tetapi yang penting itu begini, kita
masuk dalam portal SDI (Satu Data
Indonesia). Kemudian kita bisa li-
hat berbagai data misal statistik, ke-
uangan, keuangan daerah, pajak dae-
rah, retribusi daerah, dan seterusnya.

Secara kelembagaan, siapa

saja yang terlibat dalam Satu Data
Indonesia ini?
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Kita ada namanya pembina
data. Pembina data itu seperti BPS
(Badan Pusat Statistik) untuk data
statistik, Kementerian Dalam Negeri
untuk data Dukcapil (Kependudukan

dan Catatan Sipil), kemudian untuk -

pegawai PNS itu ada di Kementerian
PAN-RB (Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi).
Kemudian pembina data juga ada
di keuangan, Menteri Keuangan.
Lalu untuk data geospasial oleh BIG
(Badan Informasi Geospasial).

Sekarang soal penyebarluasan
data. Nanti ada pengecekan ulang
oleh pembina data. Nah, setelah di-
cek, data yang mau disebarluaskan
itu oleh walidata diunggah ke portal
Satu Data Indonesia. Kemudian yang
sudah tersebar luas itu dapat mudah
diakses sebagai program Satu Data
Indonesia.

Sejauh ini, progres Satu Data
Indonesia sudah sampai mana?

Sekarang kita sudah menyiap-
kan rencana aksinya. Sudah kita buat
untuk Satu Data Indonesia periode
2020 hingga 2023, sekaligus mene-
tapkan strategi-strategi percepatan
penyelenggaraan Satu Data Indo-
nesia, baik di tingkat pusat maupun
daerah setiap tahunnya. Kemudian
kita tahun 2020 kemarin itu fokus
dalam penyediaan fondasi dan aktivasi
Satu Data Indonesia. Sehingga di-
turunkanlah Peraturan Presiden
Nomor 39 Tahun 2019 itu ke dalam
petunjuk teknis penyelenggara dan
penyelenggaraan Satu Data Indonesia
sebagai petunjuk teknis dan standar
data dan metadata.

Kita sudah susun pedoman
bagaimana si penyelenggara dan pe-
nyelenggaraan Satu Data Indonesia
dalam rangka untuk menjadi acuan
bagi stakeholder dalam mengimple-

mentasikan Satu Data Indonesia di
instansinya masing-masing.

Apa kendala dalam imple-
mentasinya?

Memang kita harapkan tiap
instansi itu harus mulai mempersiap-
kan sesuai dengan pedoman yang
sudah kita bagikan kepada mereka.
Ada yang cepat, ada yang lambat,
ada yang lebih maju dan seterusnya.
Nah, kita sedang dorong supaya
implementasi Satu Data Indonesia
bisa benar-benar terbentuk. Karena
data ini mensyaratkan sinergitas dan
kolaborasi yang harmonis dari semua
instansi.

Bayangkan, sekarangituada 514
wali data di kota dan kabupaten, ada
34 wali data di provinsi, ada wali data
di 85 instansi pusat. Belum lagi ribuan
data pendukung di masing-masing
daerah yang saling bersinergi dalam
melaksanakan Satu Data Indonesia.

Adakah kendala ego sektoral-
antar lembaga?

Sebenarnya saya tidak mau [bi-
lang bahwa itu ego sektoral]. Perma-
salahan pasti ada.

Ada tantangan teknis dan juga
non-teknis, kemudian mungkin
ada konflik kepentingan juga di
sana. Apa yang dilakukan Bappenas
mengatasi tantangan itu?

Di bawah koordinasi Bappenas
itu antara lain BPS, BPS itu sekarang
di tempat kami, dan kami berdasarkan
undang-undang diminta membuat
Forum Masyarakat Statistik. Kemu-
dian di bawah Bappenas dan koor-
dinasi Bappenas juga Garda Informasi
Geospasial. Jadi dengan dua lembaga
yang membina data itu, posisi Bappe-
nas dalam rangka meng-compile data
seluruh Indonesia termasuk data-data



Rapat koordinasi mengenai program Satu Data Indonesia yang berlangsung secara virtual

di Bank Indonesia. BPS punya aparat
sampai tingkat kabupaten dan kota,
ada BPS daerah juga atau provinsi,
sehingga datanya itu bisa segera [kita
kumpulkan].

Bappenas, meskipun tidak lang-
sung, juga punya mitra Bappeda
(Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah) di provinsi, Bappeda di
kabupaten dan kota. Sehingga kita
juga dalam rangka penyusunan
perencanaan pembangunan itu de-
ngan Bappeda itu bisa mengadakan
pertemuan dan bisa cross data.

Ego sektoralnya, ya seperti yang
saya cerita tadi, datanya Kementerian
Perdagangan, datanya ini, datanya
itu. Tapi kita sudah siap dan sudah
bicarakan dengan mereka dan yang

paling penting itu hardware-nya.
Hardware-nya sudah kita persiapkan
untuk bisa kita selesaikan karena

~ hardware-nya itu adalah Jast mile access

sampai kabupaten dan kota seluruh
Indonesia, sampai di desa.

Data ini kan dinamis. Bagai-
mana menjaga konsistensi terkait
update datanya?

Ini kan pertama pada para
walidata itu adalah mereka harus
jujur, mereka memasukkan atau
mengeluarkan data. Nanti ke depan,
berdasarkan peringkat otoritasnya,
kita bisa tahu siapa-siapanya. Misal
kita mau tahu yang terkena Covid di
Kabupaten Sleman, di data nasional
tinggal 36 orang yang terpapar tapi
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di sana ada 171 orang. Kita ada cara
untuk menguji itu ada semua, sampai
nanti siapa dan merujuk ke mana.

Walidataitusampai ke daerah.
Nah, persoalannya di sejumlah
daerah ada yang akses internetnya
susah. Bagaimana penanganannya?

Ini kan soal infrastrukturnya
sedang disiapkan dan tadi apa yang
disebut dengan /last mile. Jadi kabel
itu bisa sampai di tingkat yang paling
susah atau di 37T (terdepan, terluar,
dan tertinggal). Itu harus ada di sana,
sehingga betul-betul data juga bisa
valid dan proper.Jadi infrastrukturnya
juga harus ada, kemudian SDM
(sumber daya manusia)-nya memang
juga harus ada di tingkat daerah. m
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JALAN TERJAL SATU DATA

SUMBER DAYA, INFRASTRUKTUR, DAN Dukcapil éetap turun menjemput bola ke daerah

EGO SEKTORAL ANTARKEMENTERIAN/ nirjaringan tersebut.

LEMBAGA MENJADI KENDALA SERIUS | Aaselep RIS e Omp S fon
terkait ego sektoral. Dalam konte capil, be-

IMPELEMENTASI PROYEK SATU DATA lum semua kementerian/lembaga (K/L) sudi me-

INDONESIA. KERJA PENYATUAN DATA nerima nomor induk kependudukan (NIK) sebagai

MEMBUTUHKAN WAKTU. akses utama, dari pelayanan publik hingga fungsi

VB
ata selalu memainkan pe- a
ran penting. Sukses atau

tidaknya sebuah program ——
sangat ditentukan oleh ke-
tersediaan data. Jikapun
data tersedia, belum tentu
akurasinya bisa terjamin.
Untuk menjawab kebutuhan akan data, sejak dua
tahun lalu, Presiden Joko Widodo sudah meneken
Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia (SDI).

Inti dari Perpres ini sebenarnya adalah pe-
nyatuan data di tingkat pusat dan daerah. Data ini
kemudian bisa digunakan dan dibagi-pakai oleh se-
mua pihak. Sayangnya, hingga saat ini SDI masih
jauh panggang dari api. Ada beberapa kendala yang
dihadapi dalam penerapan SDI. Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)
Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakh-
rulloh, mengatakan bahwa kendala sumber daya
manusia kerap menjadi soal. “Baik jumlah maupun
kemampuannya,” ujarnya kepada GATRA.

Belum lagi dengan kendala infrastruktur di
beberapa daerah. Menurut Zudan, ada daerah ter-
tentu yang infrastruktur jaringan hanya sampai
di tingkat kabupaten. “Di kecamatan sampai de-
ngan desa itu banyak yang rusak, juga terkendala
jaringan,” ia menjelaskan.

Meski demikian, bukan berarti konsolidasi
data harus terhenti. Zudan meyakini, petugas  Sosialisasi mengenai Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indo
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perbankan. “Ini tentu saja membutuhkan kerja
keras dan dukungan dari semua pihak,” kata Zudan.

Persoalan ego sektoral ini malu-malu di-
akui oleh Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Mo-
noarfa. Meski dia enggan untuk menyebut ego
sektoral, memang ada persoalan dalam pemba-
ngunan SDI saat ini. “Misalnya data BPS yang
merupakan 7zetadata. Melalui sebuah proses ana-
lisis dan statistik. Digunakan untuk kebutuhan-
kebutuhan statistik,” ungkap Suharso kepada M.
Guruh Nuary dari GATRA.

Suharso mencontohkan, jika ingin mengeta-

nesia di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah

SETDATEGALKAB.GOID

hui jumlah petani di satu daerah, BPS bisa untuk
memberikan datanya. Tapi hanya sampai di jum-
lah. Ke depan, dengan adanya SDI, data bisa lebih
lengkap dan dibagi-pakai kepada semua. Baik demi
kepentingan pengambilan keputusan maupun riset.

Tapi, jika bicara soal interoperabilitas data,
BPS tidak bisa untuk menyediakannya. Misalnya
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
BPS hanya sampai pada angka kemiskinan di satu
daerah. Untuk mendalami siapa saja orang yang
berada di bawah garis kemiskinan, datanya tersedia
di DTKS. “BPS bisa sampai data jumlah anak-anak
yang tidak sekolah, misalnya, tetapi siapa yang tidak
sekolah itu? Nah, itu kita bisa dapatkan datanya
dari daerah, walidatanya ada,” ia memaparkan.

Soal validitas dan akurasi data juga sebenarnya
menjadi soal. Suharso menyebut, hingga saat ini
data banyak berseliweran di K/L. Tapi tingkat ke-
akuratannya berbeda di tiap sektor. Maka, perlu
satu data yang menghimpun semua dan digunakan
oleh semua. “Jadi format-format struktur dan for-
mat bakunya itu dari metadata, yang dalam hal ini,
ada namanya pembina data. Nah, pembina data itu
seperti BPS data statistik, kementerian dalam negeri
pembina data untuk Dukcapil, kemudian untuk pe-
gawai ASN itu ada di Kementerian PAN-RB,” ujar
Suharso.

Dari sisi kestatistikan, ada beberapa kendala
yang dihadapi pemerintah. Kepala Badan Pusat
Statisik, Suhariyanto, mengatakan bahwa secara
kelembagaan dan tata kelola data masih sulit untuk
berpadu. “Unit kerja sebagai produsen data dan
unit kerja sebagai walidata belum bersinergi dalam
menjalankan kegiatan statistik dan manajemen
data,” ia menjelaskan kepada GATRA.

Menurut pengamatan Suhariyanto, unit kerja
yang menjalankan fungsi statistik di K/Lhingga
pemerintah daerah (pemda) masih dibawahkan
seorang eselon IV. Selain karena rendahnya pang-
kat dan golongan si penanggung jawab, ini juga
merembet ke soal minimnya anggaran yang dimi-
liki. Walhasil, kegiatan statistik di sektor K/L dan
pemda pun jalan di tempat.

Lalu soal standardisasi statistik. Bagi Suhari-
yanto, hingga saat ini, proses bisnis statistik, metode,
serta instrumen kestatistikan yang baku masih
belum terbangun. Tidak bakunya standar statistik

3 MARET 2021 GATRA
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ini ditemukan hampir di semua K/L dan pemda.
Begitu juga dengan SDM yang masih jauh dari kata
memadai, baik dari sisi jumlah maupun kualitas.

Suhariyanto menyebut, prioritas K/L dan
pemda terhadap SDM statistik masih tidak optimal.
Imbasnya, jumlah dan kualitas SDM statistik masih
belum memenuhi kebutuhan, apalagi untuk men-
jalankan kegiatan statistik sektoral. “Karena seba-
gian besar infrastruktur teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) belum memadai dan terpadu,”
dia menjelaskan.

Suhariyanto juga menyoroti soal sinkro-
nisasi data. Kali ini, kewenangan itu jatuh ke
tangan Kementerian Komunikasi dan Informa-
tika. Menurutnya, saat ini pemerintah sedang
merencanakan pembangunan pusat data nasional.
Ini penting untuk memenuhi kebutuhan infra-
struktur TIK di tiap K/L dan pemda. “Sehingga,
mendorong konsolidasi data dan mampu meng-
akselerasi SDI,” ujarnya.

“Unit kerja sebagai produsen data
dan unit kerja sebagai walidata

belum bersinergi dalam

menjalankan kegiatan statistik

dan manajemen data.”

Suhariyanto

Fkk

Bicara tentang kendala penerapan SDI, ten-
tu bukan hanya pemerintah pusat yang menjadi
ukurannya. SDI juga harus menyeluruh, mena-
sional. Ttu artinya, tiap pemda pun perlu dievaluasi
tentang kendala apa saja dalam pengaplikasian
SDI dalam sistem tata kelola pemerintahannya. Di
Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) praktis tidak
ada kendala yang berarti.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
(Diskominfo) Provinsi Sumsel, Achmad Rizwan,
mengatakan bahwa perkembangan SDI di daerah-
nya saat ini sudah berjalan sebagaimana mestinya.
Hal ini mengacu kepada Perpres 39/2019. “Sejauh
ini tidak ada kendala. Sebab, dalam pengumpulan
data-data yang dibutuhkan Diskominfo Sumsel,
bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS)
Provinsi Sumsel,” katanya.

Pada tahapan awal, Diskominfo Sumsel mem-
buat aplikasi bernama Sistem Satu Data (Simata)
Sumsel. Aplikasi ini sudah tersambung dengan
SDI, yang artinya data yang disajikan sudah stan-
dardisasi nasional. “Aplikasi yang berbasis website
dan Android tersebut mengintegrasikan data 17
kabupaten dan kota di “Bumi Sriwijaya”. Kini kami
menambahkan data regionalnya dengan penyajian
data yang lebih lengkap,” katanya.

Simata dikembangkan dengan memasukkan
berbagai data regional mengenai kondisi wilayah
Sumsel. Mulai data usaha mikro, kecil, dan mene-
ngah (UMKM), pariwisata, hingga data lainnya.

Diskominfo sebagai walidata, bersama
organisasi perangkat daerah (OPD) sudah
menyiapkan data dan tinggal menyesuaikan. Hal
ini karena data di tiap-tiap daerah pun harus sama
dengan data di pusat. Semua data yang disajikan
mempunyai standardisasinya seperti metadata
hingga kode referensi. “Kode referensi itu mutlak
harus ada karena disinkronkan secara nasional.
Misal, kode referensi soal kehutanan kodenya 05,
antara pusat dan provinsi harus sama. Jadi, saat
pencarian akan mempermudah,” katanya.

Tentang koordinasi sistem satu data dengan
Z kabupaten/kota di Sumsel, Rizwan menjelaskan
2 bahwa daerah didorong untuk menyajikan data
2 sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, koordinasi
& meminta data-data yang dibutuhkan baik itu luas

ALl
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areal sawah, kopi, karet, sawit, hingga data lainnya,
yakni data unggas serta luas areal perkebunan.
Semua data yang didapat itu menjadi SDI. “Mes-
kipun ada perbedaan data, biasanya beda tipis.
Itu kemungkinan sudah di-update, sehingga ber-
beda tipis. Jadi, bisa dicek dari tanggal update
terakhirnya,” katanya.

Daerah lain yang juga telah memulai pro-
yek satu data adalah Jawa Barat (Jabar). Namun,
perkembangan SDI di Jabar masih dalam mendi-
rikan fondasi utama pengumpulan data. Kepala
Diskominfo Pemprov Jabar, Setiaji, mengatakan
bahwa pihaknya sudah membuat satu platform
dengan nama Satu Data. Platform dalam je-
jaring internet ini sebagai pintu masuk untuk
mengumpulkan data dari tiap OPD. Setelah itu,
Diskominfo Jabar akan memilah data yang masuk.
“Kalau untuk publik, kita akan masuk ke open data.
Dan di dalamnya sudah dilengkapi 7zetadata yang
terkait dengan informasi terkait dengan angka-
angka tersebut,” dia menjelaskan kepada GATRA.

Menurut Setiaji, apa yang dikembangkan
masih merupakan fondasi sistem SDI. Selain Satu
Data, ada bagian lain yang terus mengumpulkan
data. Tapi, data yang masuk tidak lantas hanya di-
kumpulkan, melainkan juga dilakukan pengecekan
untuk dimanfaatkan. “Jadi masih belum selesai
perjalanannya. Ini baru fondasi,” katanya.

Kendala yang dihadapi, khususnya di Jabar,
pun masih berkutatdi persoalan yang sama: sumber
daya manusia. Menurut Setiaji, pada tiap OPD
masih bermasalah dalam hal mzan bebind the gun,
utamanya jika terkait dengan literasi tentang data.
“Kondisinya, SDM kita sebenarnya punya data,
tapi menganggap itu bukan data, apalagi membaca

o Validitas dan Akurasi

Kelola Data

“Kondisinya, SDM kita
sebenarnya punya data,
tapi menganggap itu bukan
data, apalagi membaca
datanya untuk dianalisis.”

Sefiaii

datanya untuk dianalisis,” ujarnya:

Tantangan lainnya, kata Setiaji, menyangkut
petunjuk dari dari K/L. Menurutnya, banyak pihak
yang tidak memberikan petunjuk tentang metadata
yang dibutuhkan. Hanya beberapa kementerian
yang melengkapi metadata sehingga memudahkan
pekerjaan di daerah. “Kementerian Keuangan,
Kementerian Kesehatan, Kementrian Pertanian,
dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di ke-
menterian tersebut, baik data maupun metadata-
nya cukup lengkap, sehingga memudahkan kami,”
Setiaji menjelaskan.

Tentang tolok ukur keberhasilannya, Setiaji
melihat Jabar sudah berhasil di sisi regulasi. Sudah
ada payung hukum yang mengatur soal penyatuan
data. Jika dilihat dari sisi infrastruktur, Jabar masih
menyiapkannya hingga ke kabupaten/kota dalam
bentuk Jabar Call. Dalam hitungannya, setidaknya
Jabar sudah siap meski belum 100%. “Saya bisa
menyebut Jabar sudah siap hampir 70% sampai
80% untuk SDI, tinggal kontennya diperbanyak,”
tutupnya. m

ApITYA KIRANA, RYAN PuSPA BANGSA, WAHYU WACHID ANSHORY,
R10 ApI PRATAMA (PALEMBANG), DAN RESTU SYAUQI (BANDUNG)
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INFRASTRUKTUR DISIAPKAN,

DEMI MENDUKUNG PROGRAM SATU
DATA INDONESIA (SDI) DAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERDASARKAN
ELEKTRONIK (SPBE), KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
(KOMINFO) SIAP MEMBANGUN EMPAT
PUSAT DATA NASIONAL (PDN). AKAN
MEMAKSIMALKAN SISTEM KOMPUTASI
AWAN. DITARGETKAN SELESAI PADA
2024.

ata, di masa kini, dinilai se-
bagai komoditas yang sama
penting seperti minyak
bumi di masa lalu. Karena
itu, pemerintah beren-
cana menyusun data yang
tersebar di beragam kemen-
terian/lembaga juga pemerintah daerah dalam
satu komponen yang utuh. “Data di Indonesia itu
kan sesuatu yang mewah, dan kita memerlukan
data yang qualified,” ujar Menteri PPN/Kepala
Bappenas, Suharso Monoarfa, dalam wawancara
khusus dengan GATRA beberapa waktu lalu.

Program Satu Data Indonesia (SDI) yang
tengah digarap diyakini merupakan materi sangat
penting dalam mendukung pelaksanaan fokus-
fokus pembangunan 2021. Di antaranya, Re-
formasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi
Sistem Perlindungan Nasional, dan penguatan ke-
tahanan pangan.

Pemerintah memerlukan apa yang disebut
one single data atau ketunggalan data yang akurat,
mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan,
mudah diakses dan dapat dibagi-pakaikan. Jadi,
metadata ini dapat dipakai di mana-mana, baik di
instansi pusat maupun daerah. Untuk itu, sinergi

ILUSTRASI FOTO: DOTSHOCK/123RF.COM
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Pembangunan infrastruktur fisik Pusat Data Nasional di dua lokasi diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp5,6 triliun
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antar-kementerian/lembaga, antara pusat dan dae-
rah, serta antara pemerintah dan masyarakat luas
dalam penyelenggaraan SDI adalah sangat penting.

Salah satu pendukung vital demi mewujudkan
SDI adalah infrastruktur. Hal ini dipercayakan
pada Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kominfo).

Kominfo saat ini tengah menyusun pemba-
ngunan PDN terintegrasi. Hasil asesmen kemen-
terian ini pada 2018 menemukan ada 2.700 tem-
pat yang bisa disebut sebagai sebuah data center.
Tapi faktanya, hanya 3% atau sekitar 80-an yang
benar-benar layak diberi label pusat data. Sisanya
yang ribuan itu lebih tepat dikatakan sebagai ruang
server. Satu ruang kosong yang diisi rak, AC, dan
sejumlah komputer. “Bahkan data center yang me-
miliki standar internasional itu tidak sampai 10,”
ungkap Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika
Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, lewat
Zoom pada Jumat, 19 Februari lalu.

Yang memenuhi kualifikasi itu antara lain
pusat data milik Kementerian Keuangan (Ke-
menkeu), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
(BPPT), serta Kementerian Hukum dan HAM.

Strategi membuat semua data center ini
saling tersambung menjadi bagian dari program
SDI. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia (Perpres SDI) sudah
terbit pada 12 Juni 2019. Dengan aturan yang jelas
maka bagi-pakai akan lebih mudah. Mengingat
saat ini pencarian materi masih dilakukan manual,
padahal datanya sudah tersedia.

Kominfo berencana agar ribuan ruang server
yang tidak memenuhi kualifikasi tadi tidak akan
diperpanjang masa pakainya dan tidak akan dikem-

“Hasil asesmen pada 2018

menemukan ada 2.700 tempat yang
bisa disebut sebagai sebuah data

center. Tapi yang memiliki standar
internasional tidak sampai 10.”

Semuel Abrijani Pangerapan
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‘bangkan fasilitasnya. Dengan kata lain, tidak hanya

penambahan server ditolak, server yang ada pun akan
dikurangi. Efisiensi ini ditargetkan selesai pada 2024.

Langkah efisiensi itu diambil seiring dengan
upaya pemerintah untuk memaksimalkan peman-
faatan komputasi awan. Layanan cloud computing
itu akan menyambungkan pusat data di masing-
masing instansi. “Pemerintah butuh banyak sekali
layanan cloud. Layanan yang ada saja belum tentu
cukup kalau kita bicara digitalisasi. Kan semuanya
butuh banyak tempat,” Semuel menambahkan.

PDN yang kelak dibangun digunakan untuk
menyimpan data yang strategis dan umum dipakai.
Ambil contoh, aplikasi yang biasa dipakai untuk ke-
pentingan pemerintah, semisal e-budgeting, maka
cukup dibuat satu saja. Masing-masing instansi
tidak perlu merancang aplikasi baru lagi yang
punya fungsi yang sama. Dengan demikian, biaya
bisa dikendalikan.

“Tidak masalah jika sudah memiliki aplikasi.
Jika dinilai sudah bagus kita akan buatkan inter-
operabilitas (bagi-pakai). Tapi intinya kalau belum
punya, tidak perlu bangun baru, pakai saja yang
sudah ada. Karena kan dari uang negara juga,”
Semuel menjelaskan.

Demi mendukung program Digitalisasi Nasio-
nal, berlandaskan sebuah studi yang sudah dilaksa-

nakan, Indonesia memerlukan setidaknya empat

KOMINFO

DOK.
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Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate (jaket biru) saat melakukan pengecekan kesiapan salah satu lokasi
pembangunan Data Center Nasional di Indonesia

lokasi PDN. Empat lokasi tersebut ialah Batam,
Bekasi, Ibu Kota Negara (IKIN) di Kalimantan, serta
Bitung. Hal tersebut dinyatakan dalam green book di
Bappenas dan telah disetujui anggarannya.

Pembangunan infrastruktur fisik PDN ter-
sebut terbagi atas dua tahap, tahap pertama akan
dibangun dua Pusat Data Nasional terlebih da-
hulu. Dua lokasi itu di wilayah Bekasi dan IKN
baru di Kalimantan. Duit yang dibutuhkan untuk
membangun dua PDN ini diperkirakan mencapai
US$400 juta (sekitar Rp5,6 triliun).

Menurut Semuel, untuk PDN di Bekasi sudah
tuntas urusan terkait lahan. Saatini memasuki tahap
desain dan proses pembangunan. Lalu, protokol
pendanaan masih dibicarakan di Kemenkeu.

Tentang proyek di IKN, pihaknya masih
belum bisa memastikan. Mengingat anggaran ne-
gara yang tadinya disiapkan untuk infrastruktur
di IKN harus dialihkan untuk mengatasi pandemi
Covid-19. Sementara itu, untuk rencana PDN di
Batam masih dilakukan asesmen ulang.

Kominfo menegaskan bahwa PDN ini
nantinya tidak hanya untuk mendukung SDI,

melainkan juga program Sistem Pemerintahan
Berdasarkan Elektronik (SPBE). Ini merupakan
penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaat-
kan teknologi informasi dan komunikasi untuk
memberikan layanan kepada penggunanya. Pe-
nerapan SPBE diharapkan dapat memperbaiki
tata kelola pemerintahan sehingga bisa mencapai
efisiensi, integrasi, dan berbagi pakai. “SPBE dan
SDI itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan,
yang satu tentang data satu tata kelola sistemnya,”
Semuel menambahkan.

SPBE mengacu pada Peraturan Presiden
Nomor 95 Tahun 2018. Aturannya dibuat berbeda
dengan SDI semata, karena pengampunya yang
berbeda. SDI dikoordinasikan oleh Kementerian
PPN. Sementara itu, Arsitektur SPBE dikelola
bersama di level nasional, instansi pusat, dan peme-
rintah daerah yang semua dikoordinasikan lang-
sung oleh presiden.

Prinsip data SDI juga harus dilengkapi de-
ngan metadata. Direktur Statistik Tanaman Pa-
ngan, Hortikultura, dan Perkebunan, Badan Pusat
Statistik (BPS), Kadarmanto, menjelaskan definisi
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Berdasarkan studi, Indonesia
memerlukan setidaknya empat lokasi
PDN, yaitu di Batam, Bekasi, Ibu
Kota Negara (IKN) di Kalimantan,
serta Bitung. Duit yang dibutuhkan
untuk membangun dua PDN saja
diperkirakan mencapai US$400 juta
(sekitar Rp5,6 triliun).

metadata yaitu informasi tentang data tersebut.
Metadata itu menjelaskan data bagaimana itu
dikumpulkan, kemudian kegiatannya apa dalam
rangka mengumpulkan data, metodologinya,
bagaimana menghitung datanya.

“Jadi setiap penyajian data harus disertai
dengan metadata yang menjelaskan angka-angka

APBN Siap Danai SDI

paya mendukung penerapan SDI tengah di-
jalankan oleh sejumlah instansi. Kementerian

Dalam Negeri selaku Dewan Pengarah
mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (SIPD) yang memuat informasi mengenai
pembangunan daerah, keuangan daerah, serta
informasi pemerintahan daerah lainnya. Adapun
untuk data kependudukan, saat ini Kementerian
Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependu-
dukan dan Pencatatan Sipil mencatat perekaman
kartu tanda penduduk elektronik telah mencapai
989%. Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan In-
formatika sebagai penyedia Pusat Data Nasional
(PDN) tengah mengarahkan pembangunan PDN
terintegrasi, sehingga nantinya daerah tidak perlu
memiliki pusat data atau ruang server.

Proses pembangunan PDN kini tengah ber-
jalan, dengan progres terbaru berupa penyediaan
lahan yang sesuai. Dua lokasi yang memungkinkan
dibangunnya PDN ialah Bekasi dan Ibu Kota Negara
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yang disajikan membantu pengguna dalam meng-
interpretasikan data tersebut. Data itu jadi lebih
berkualitas tidak ada kesalahan interpretasi itu
dapat dihindari,” ia mengungkapkan.

Dalam rapat koordinasi optimalisasi integrasi
Big Datadalam mewujudkan SDIpadapertengahan
Januarilalu, Direktur Layanan Aplikasi Informatika
Kominfo, Bambang Dwi Anggoro, melempar ide
tentang pembentukan Gugus Tugas Pengelola
Data Elektronik Indonesia. BPS sebagai pembina
statistik sekaligus produsen statistik mengatakan,
pembentukan gugus tugas ini masih berupa wacana
dan belum menjadi sesuatu yang secara legal harus
dilakukan. Tapi secara prinsip bahwa munculnya
ide gugus tugas ini karena belum terintegrasinya
data dengan mudah dan baik.

“Kalau memang nanti ada gugus itu, BPS siap
menjadi anggota. Namun yang menjadi kendala
dalam pertukaran data ini adalah terkait dengan
legal. Apa saja data-data yang bisa dibagikan,

(IKN) yang baru.

Karena tidak sembarangan, persyaratannya tidak
mudah. Pertama, lokasi harus memenuhi persyaratan
redundant power supply, tersedianya akses jalan yang
memudahkan, terjaganya security system yang baik, dari
segikeamanan, jugalokasiyangterbebasdarigempadan
banjir. Setelah disediakan lahan untuk pusat data, maka
proses selanjutnya adalah pembiayaan pembangunan
pusat data nasional.

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Ke-
menkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, menyebut
danayang diperlukan untuk membangun kedua PDN itu
mencapai US$400 juta (sekitar Rp5,6 triliun).“Untuk Pusat
Data Nasional, nanti anggarannya akan didanai APBN,"
kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
(Kemenkeu), Askolani, kepada Gatra pada Sabtu, 13
Februarilalu.

Sebelumnya, Menkominfo, Johnny G.Plate, sempat
menyebut bahwa proses pembiayaan tidak dilakukan
lewat APBN. Saat itu, Menkominfo menilai pemanfaatan
fiskal nasional masih lebih diutamakan untuk kepenting-
an-kepentingan lain. Bahwa pembiayaan pusat data ma-
sih bisa mendapat bantuan pembiayaan dari luar negeri.



termasuk data confidential,” tutur Kadarmanto.

Sementara itu, Ketua Masyarakat Telematika
Indonesia (Mastel), Kristiono, memandang SDI
menjadi salah satu program yang sangat strategis.
Hal ini mengingat teknologi big data menjadi
krusial dalam pengambilan ataupun perumusan
kebijakan pemerintahan di masa depan, agar
perumusan tersebut menghadirkan keputusan
yang tepat guna.”Untuk itu, perlu adanya sebuah
pemanfaatan teknologi berbasis big data di sana,”
kata Krisdono kepada GATRA.

Yang perlu menjadi perhatian, menurut
Kristiono, adalah penyelarasan infrastruktur dan
keamanan data. Government network dan security
perlu menjadi satu kesatuan dalam pengembangan
Pusat Data Nasional. Dia menilai selama ini peme-
rintah masih banyak menggunakan jaringan dan
layanan publik yang tidak aman dan tidak andal. m

FLORA LIBRA YANTI, ERLINA F. SANTIKA,
WAHYU WACHID ANSORI, DAN UCHA JULISTIAN MONE

Detail mengenai besaran anggaran yang akan
dialokasikan Kemenkeu kepada PDN, Askolani be-
lum bisa menyebutkan angka pasti. Apalagi, tahap
pembangunan PDN saat ini belum mengarah ke
arah alokasi anggaran. “Belum ada pembicaraan
mengenai hal itu. Karena semua harus disusun
kebijakan dan kegiatannya dulu, baru kemudian kita
bisa hitung anggarannya,’Asko menjelaskan.

Sementara itu, Koordinator Sekretariat SDI,
Oktorialdi, memaparkan bahwa pelaksanaan prog-
ram ini memang memerlukan pendanaan yang lu-
mayan besar. “Belum ditentukan memang [besar
anggarannyal. Kita dengan pembina data yang lain
masih memikirkan angkanya,’ia mengungkapkan.

Pembina data tingkat pusat yang terdiri dari
Kemenkeu, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan
Informasi Geospasial (BIG) belum menentukan ang-
ka yang dikeluarkan untuk program SDI. Karena me-
mang pandemi membuat semua kementerian harus
mengalihkan anggarannya demi kepentingan pe-
mulihan ekonomi, penganggaran vaksin, dan juga
alatkesehatan lainnya. m

FLORA LIBRA YANTI, UCHA JuLIAN MONE, DAN M. GURUH NUARY
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ZUDAN ARIF FAKHRULLOH

SATU DATA
MENDORONG KITA
TAAT AZAS

SEJAK DILUNCURKAN 2019
LALU, HINGGA SAAT INI SATU
DATA INDONESIA MASIH
BELUM TERIMPLEMENTASI.
DITERPA SEJUMLAH KENDALA,
TERMASUK KESIAPAN
INFRASTRUKTUR DAN EGO
SEKTORAL.

atu Data Indonesia

(SDI) adalah cita-cita

untuk membenahi

tata kelola data peme-

rintah. Jika berope-

rasi kelak, SDI akan

merevolusi peng-

gunaan, penyederhanaan, dan bagi

pakai data pemerintah, baik bagi ke-

pentingan pemerintahan maupun

publik. Namun sejak pemerintah

meluncurkan SDI melalui Peraturan

Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun

=2019, hingga saat ini cita-cita itu

Z belum betul-betul terimplementasi.

2 Penyebabnya: masih banyak kendala

£ di lapangan, di antaranya kendala
& infrastruktur dan ego sektoral.
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Kondisi ini tentu perlu perhatian
para pemangku kepentingan, utama-
nyabagiyangikutsertadalamprogram
SDI, di antaranya Kementerian Da-
lam Negeri (Kemendagri). Untuk
menjelaskan lebih lanjut soal SDI ini,
wartawan GATRA Ryan Puspa Bang-
sa dan pewarta foto Eva Agriana Ali
mewawancarai Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif
Fakrulloh. Wawancara berlangsung
diruangkerja Zuldan, Gedung Direk-
torat Jenderal Dukcapil Kemendagri,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat
pekan lalu. Berikut petikannya:

Sejak Perpres Nomor
39/2019 ditandatangani Presiden
Joko Widodo, bagaimana perkem-
bangan Satu Data Indonesia saat
ini?

Sebagaimana kita ketahui,
sesuai dengan semangat dalam Satu
Data Indonesia, yang diatur dalam
Perpres Nomor 39 Tahun 2019,

satu data itu mendorong kita semua
untuk taat azas dengan apa yang
disebut data, yang berada dalam
kewenangan walidata masing-
masing. Kita ketahui, di Indo-
nesia ada empat walidata.
Walidata untuk keuangan
negara, misalnya, ada-
lah Menteri Keuangan.
Kemudian walidata terkait
informasi geospasial ada di
BIG (Badan Informasi Geo-
spasial). Kemudian walidata
terkait data kependudukan
ada di Kementerian Dalam
Negeri, Ditjen Dukcapil.
Sedangkan data-data lain
berada di BPS (Badan Pusat Statistik)
sebagai walidatanya.
Satu data kependudukan kita di

Kementerian Dalam Negeri mulai

sejak awal kita membangun big data
yang berada dalam data SIAP (Sistem
Informasi Administrasi Kependu-
dukan). Sampai 31 Desember 2020,
big data kita sudah melingkupi lebih

dari 271 juta penduduk. Jadi, dalam .

database kita sudah tercatat lengkap,
by name by address. Ada nomor KK
(kartu keluarga), NIK (nomor induk
kependudukan), nama, alamat, tem-
pat/tanggal lahir, nama ayah ibu, pe-
kerjaan, status, dan lain-lain. Ada 31
elemen data. Ini sudah terbangun big
data-nya. ,

Big dataini merupakan semangat
yang ada di dalam UU Administrasi
Kependudukan (Adminduk). Kemu-
dian dilanjutkan dengan Peraturan
Presiden Nomor 62 Tahun 2019
tentang Percepatan Pelayanan Ad-
minduk dan Statistik Hayati, kita
mendorong single identity number.
Artinya, satu penduduk hanya boleh
memiliki satu NIK| satu e-K'T'P, atau
satu identitas. Kita menuju era single
identity number. Kemudian didorong-
lah dalam pelayanan publik, itu semua
menggunakan NIK.

Jadi NIK adalah pintu akses da-
lam pelayanan publik. misalnya untuk
membagi bantuan sosial, Kemensos
(Kementerian Sosial) menggunakan
NIK Dukeapil. Kartu Pra-Kerja, dari
Kemenko Perekonomian dan satuan
kerja yang menanganinya menggu-
nakan NIK. Untuk vaksinasi juga
menggunakan NIK. Ini yang terus
kita rapikan. Termasuk kemarin yang
terakhirkerjabesar bangsakitamelalui
sensus penduduk. BPS menggunakan
data dasar, data demografi yang ada
di Digen Dukcapil sebagai baseline
dalam melakukan sensus penduduk.

Apa saja kendalanya selama
ini?
Dalam praktik kita, untuk

KHU

@
o

u

pengumpulan data administrasi
kependudukan, kita memiliki 24
output dari layanan Adminduk. Itu
kita kumpulkan dari tingkat desa
atau kelurahan, kemudian tingkat

“kecamatan, tingkat kabupaten, di-

konsolidasikan secara nasional ke
server Ditjen Dukcapil Kemendagri.
Kendalanya tentu saja ada. [Di antara-
nya] ada kendala SDM (sumber daya
manusia) kita yang terbatas, baik
jumlah maupun kemampuannya.

Kemudian terbatas infrastruk-
turnya karena ada daerah-daerah
tertentu yang pelayanannya hanya
berada di tingkat kabupaten karena
infrastrukturnya di kecamatan sampai
desa itu banyak yang rusak, juga
terkendala jaringan. Tetapi ini tidak
memupuskan semangat untuk terus
melakukan konsolidasi data. Ketika
ada kekurangan alat dikecamatan atau
di desa, petugas dari Dinas Dukcapil
turun jemput bola ke berbagai
tempat-tempat tadi. Tentu saja ini
merupakan satu hambatan yang harus
kita tangani.

Kemudian kendala lainnya ada-
lah belum semua kementerian/lem-
baga bersedia menggunakan NIK.
Maka bersama dengan KPK (Komisi
Pemberantasan Korupsi), Stranas
(Strategi Nasional) Pencegahan
Korupsi, kita mendorong NIK se-
bagai pintu akses dalam pelayanan
publik, pelayanan perbankan, pela-
yanan bantuan sosial, Kartu Pra-Ker-
ja, vaksinasi, dan semua layanan lain.
Ini tentu saja membutuhkan kerja
keras dan dukungan dari semua pihak.

Kemudian yang ketiga ada juga
kendala di mana hampir semua ke-
menterian/lembaga yang bekerja
sama, atau lembaga pengguna yang
bekerja sama, ingin menyimpan data
base kependudukan. Padahal, kalau
data itu disimpan di berbagai ke-
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menterian/lembaga, nanti akan men-
jadi data statis. Maka kami menya-
rankan, yang disimpan cukup NIK
dan namanya saja. Sepanjang di-
perlukan oleh kementerian/lembaga
pengguna tadi, untuk verifikasi data,
cukup diketik NIK atau namanya
saja, sehingga nanti dapat dilakukan
verifikasi.

Apa saja sebenarnya tolok ukur
keberhasilan penyatuan data ini?

Tentu saja ini harus kita ru-
muskan bersama tolok ukur keber-

ot

hasilannya. Karena dengan empat
walidata yang ada, maka kita harus
bersepakat. Untuk data keuangan
negara, kita menginduk pada
kementerian keuangan. Untuk data
informasi geospasial, kita harus turut
mengikuti data dari BIG. Kalau
data kependudukan ya semua harus
mengikuti data kependudukan
di Ditjen Dukcapil Kemendagri.
Termasuk untuk data yang lain, kita
gunakan dari data BPS. Jadi taat azas
dengan sistem, dengan regulasi, yang
sudah dibuatini. ,

e

b

— ~ -
% g

! F o

Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah pintu akses dalam layanan publik di Indonesia
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Jangan semua lembaga mem-
buat data keuangan negara. Jangan
semua lembaga membuat data statistik
yang ada di BPS. Jangan juga lembaga-
lembaga membuat data kependudukan
yang baru. Ini tidak efisien, maka
yang diperlukan adalah berbagi pakai.
Konsep data sharing dengan tetap
menjaga perlindungan rahasia data
pribadi dan perlindungan data sesuai
dengan tupoksi masing-masing.

Beberapa waktu lalu, publik
melihat persoalan keamanan data

2 —
PROVINSI AWA TENGAN
KABUI KLATEN

PAEN
# 331006185403000)
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di beberapa platform media sosial
yang membeberkan data pribadi
pengguna. Untuk Satu Data
Indonesia, bagaimana keamanan
datanya?

Khusus data Dukcapil yang kita
tangani, kita menggunakan sistem
pengamanan secara fisik maupun
secara virtual dengan aplikasi. Peng-
amanan fisik, misalnya dengan pe-
tugas, dengan gedung, dengan meng-
gunakan sidik jari biometrik untuk
yang akan memasuki data center. Se-
dangkan pengamanan untuk sistem
kita menggunakan firewall khusus
yang berlapis, dengan virtual private
network, dengan berbagai aplikasi.

Tentu saja kita terus berikhtiar
agar keamanan data ini bisa kita laku-
kan dengan baik. Tetapi ini tidak bisa
kita lakukan sendirian. Peran serta
masyarakat menjadi sangat penting
karena kita tahu, di media sosial
itu banyak sekali data-data pribadi
penduduk yang beredar. Kalau
kita googling, ketik misalnya K'TP
elektronik, itu keluar foto-foto KTP
elektronik.

Jadi saya perlu menyampaikan
bahwa data seseorang di dunia maya
itu tampaknya jauh lebih lengkap di-
bandingkan dengan di Dinas Dukcapil
atau di tempat lain. Jadi ini perlu
menjadi perhatian kita, termasuk
Kominfo (Kementerian Komunikasi
dan Informatika), mungkin perlu
men-take down kalau ada KK, ada
KTP elektronik yang berseliweran di
dunia maya. Juga lembaga-lembaga
pengguna, karena data kependudukan
kita itu tersimpan di berbagai tempat.
Nah, ini perlu tanggung jawab kita
semua untuk menyimpan data kepen-
dudukan agar privacy of law-nya bisa
terjamin.

Tentang keamanan virtual,

siapa pihak yang diajak bekerja
sama?

Kita bekerja sama, misalnya,
dengan BPPT (Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi), dengan

BSSN (Badan Siber dan Sandi Ne- -

gara), dengan konsultan, dengan per-
guruan tinggi. Jadi yang kita belum
bisa melakukan, kita lakukan kerja
sama dengan berbagai pihak. Tentu
saja lembaga-lembaga yang memiliki
integritas tinggi dan servernya
Dukcapil itu ada di dalam negeri.
Ada di kantor kita-dan ada dititipkan

di satu tempat yang memiliki tingkat

kerahasiaan tinggi di dalam negeri.

Untuk sinkronisasi data, apa-
kah semua data harus disinkronkan
atau ada data yang dikecualikan?

Pertama, dalam kita melakukan
pelayanan itu kan subjeknya sama,
penduduk. Apa pun program peme-
rintah, subjeknya adalah penduduk.
Karena itu, semua pelayanan publik,
alokasi anggaran, perencanaan pem-
bangunan, demokratisasi, itu basis
datanya pasti data kependudukan.
Maka, saat ini semua lembaga itu
hampir secara rutin melakukan proses

verfikasi dan validasi data dengan

Dukeapil.

Bank Indonesia, Perbankan,
Kemensos, Kementan, Kemenkop
UKM selalu mencocokkan datanya
dengan data Dukcapil sebelum
membagi dan mengeksekusi prog-
ramnya. Semuanya bersepakat untuk
menggunakan NIK. Maka sekarang
Kemendagri menjadi integrator data
kependudukan.

Jadi, sebelum semua lembaga
bergerak, maka diintegrasikan data-
nya dengan NIK. Yang belum punya
NIK diberi NIK. Misalnya mereka
memberikan nama, tempat lahir,
tanggal lahir, nanti dicocokkan de-
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ngan database kependudukan. se-
hingga orang ini bisa dihindarkan
dari pemberian bantuan yang ganda.
Atau misalnya untuk vaksinasi, agar
tidak tervaksin lebih dari dua kali, atau
di dalam pembuatan rekening bank,
kalau diketik NIK-nya langsung bisa
diketahui dia memiliki rekening di
mana saja.

Jadi gunanya NIK, gunanya
integrator data, untuk memastikan
who you are, siapa subjek yang sedang
dilayani oleh negara itu. Dengan de-
mikian, negara lebih mudah membe-
rikan pelayanan publik, lebih mem-
berikan kepastian hukum, dan lebih
memberikan perlindungan kepada
penerima manfaat tadi.

Apakah pihak swasta bisa
diberikan akses data?

Dalam proses berbagi pakai
data, kita tunduk kepada Undang-
Undang Adminduk. Dalam undang-
undang itu sudah diatur bahwa
lembaga pengguna di Indonesia itu
siapa pun boleh mengakses data untuk
verifikasi. Siapa lembaga pengguna
itu? Yaitu lembaga yang berbadan
hukum Indonesia. Bisa badan hu-
kum publik, seperti pemerintah,
atau lembaga-lembaga swasta yang
berbadan hukum Indonesia yang
terdaftar di Kemenkum HAM atau
kementerian lain sesuai peraturan
perundang-undangan. Seperti
yayasan, PT, serta CV di Kemenkum
HAM, dan koperasi di Kemenkop
UKM.

Jadi kita ikuti juga peraturan
perundang-undangan yang lain,
dengan pintu masuk UU Adminduk.
Semualembagayangberbadanhukum
di Indonesia boleh menggunakan
data kependudukan dengan diawali
perjanjian kerja sama, nanti dilakukan
hak akses untuk verifikasi data. m
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